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1.1. LATAR BELAKANG

Fungsi utama dari adanya pemerinfahan adalah menyediakan pelayanan
(public service), pembangunan (public development), dan pemberdayaan (public
empowerment). Oleh sebab itu, keberadaan pemerintah menjadi sangat diharapkan
kehadirannya dalam proses penyelenggaraan berbangsa serta juga dalam upaya
pencapaian tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintfahan daerah, dalam pasal 12 ayat (1) huruf ¢ dijelaskan bahwa urusan
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan urusan konkuren yang waijb
dilaksanakan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Demi keberhasilan
pencapaian tujuan pembangunan, maka dalam menyelenggarakan urusan tersebut
diperlukan suatu tindakan perencanaan yang matang dan komprehensif. Hasil
perencanaan ini dimanifestasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah, hal ini guna menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dapat
terwujud dengan berpedomankan kepada dokumen perencanaan yang telah
disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan
ekonomi dan social, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Infrastruktur
yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik
semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan
mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga
mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan
berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga
kerja juga akan meningkatkan pendapatan perkapita. Ketersedian infrastruktur yang

memadai menyebabkan efisiensi dalom dunia usaha akan semakin besar dan



investasi yang didapat akan semakin meningkat. Ketersediaan infrastruktur di suatu
negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan
berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan
permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya infrastruktur yang baik dan memadai
akan menciptakan roda perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik,
sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan
masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan
perkapita.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan
dalam sefiap fingkatan harus mengacu kepada dokumen perencanaan
pembangunan secara periodik, dokumen perencanaan tersebut disusun dalam
jangka Panjang (RPJPD) untuk rentang waktu 20 tahun, Jangka Menengah (RPJMD)
untuk rentang waktu 5 tahun dan Jangka Pendek (RKPD) untuk rentang waktu 1
tahun. Untuk lingkup Orgasnisasi Perangkat Daerah (OPD) dokumen yang disusun
diantaranya Rencana Strategi (Renstra) OPD untuk rentang waktu 5 tahun dan
Rencana Kerja (Renja) OPD untuk rentang waktu 1 tahun, masing-masing disusun
dengan berpedomankan kepada RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah setempat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam mendukung
kinerja kepala daerah terkait upaya pembangunan Provinsi Maluku dari aspek
infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang waijib mengejawantahkan perencanaan
5 (lima) tahunannya dalom sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang
dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang optimal dan
berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Maluku berbasiskan pada konsep
penataan ruang lingkup Provinsi Maluku yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku, pelayanan yang dilaksanakan diantaranya
mencakup :

* Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) berperan dalam penyediaan dan

pengelolaan air baku untuk keperluan domestik dan pertanian, guna
mendukung ketahanan pangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan

konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air;



e Infrastruktur Jalan dan Jembatan berperan untuk menciptakan konektivitas
dan aksesibilitas guna mendukung distribusi lalu lintas barang dan manusia
maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah;

* Infrastruktur kawasan berperan dalam menyediakan pelayanan air minum
dan sanitasi lingkungan yang baik dan berkualitas, serta penyediaan
infrastruktur pendukung kawasan di perkotaan dan perdesaan, revitalisasi
kawasan serta pengembangan kawasan pada kawasan strategis daerah
provinsi;

* Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kuantitas dari tenaga ahli dan
tenaga terampil lingkup bidang konstruksi ke-PU-an di Provinsi Maluku;

* Perencanaan tata ruang wilayah dan penyelengaaraan penataan ruang
daerah Provinsi Maluku dengan tidak mengesampingkan isu adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.

* Pelayanan Uji Konstruksi yang Profesional dan terakreditasi dalam
menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna, serta
penyediaan alat-alat berat yang memadai baik dari segi kuantitas maupun

kualitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan
Menengah Daerah, Serta Daerah Tentang Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan
OPD; untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi OPD;
serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
(RPJMD) (lihat Gambar 1.1)



RENCANA STRATEGCIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MALUKU

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Renstra OPD Provinsi
(Permendagri No 86/2017)
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Penyusunan Renstra OPD terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu :

1.

2.

Tahap pertama adalah persiapan penyusunan meliputi :
* Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan
tim penyusun Renstra OPD;
* Orientasi mengenai Renstra OPD;
* Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD;
e Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,
Tahap kedua adalah penyusunan rancangan meliputi :
* Andlisis gambaran pelayanan;
* Analisis permasalahan;
* Penelaahan dokumen perencaan lainnya;
e Andlisis isu strategis;
e Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran
dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
e Perumusan strategi dan arah kebijokan Perangkat Daerah untuk

mencapai tfujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan




1.2

* Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program
dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Tahap ketiga adalah penyusunan rancangan akhir yang merupakan
penyempurnaan rancangan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta bertujuan untuk
mempertajam visi dan misi, menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang
ditetapkan dalam RPJMD.

Tahap empat adalah penetapan Renstra OPD merupakan rancangan akhir
Renstra OPD yang disampaikan kepala OPD; kepada kepala Bappeda untuk

memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

LANDASAN HUKUM

DASAR HUKUM

Landasan riil dari Renstra OPD adalah Pancasila dan Undang-Undang dasar

1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah

sebagai berikut:

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah

Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran — Negara Tahun 1957 No. 79)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersinh dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Taombahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalion dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

*  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan nama Kabupaten
Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi
Maluku

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

* Peraturan menteri dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan

Standar Minimall

*  Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi
Maluku Tahun 2005-2025;

* Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;

* Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ...... Tahun 2019 tentang RPJMD
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA OPD Dinas Pekerjoan Umum Dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku adalah untuk menjabarkan visi - misi Gubernur yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, antara lain:



Sebagai Dokumen perencanaan yang memuat rumusan, arah kebijakan dan

program pembangunan bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang yang akan

dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun kedepan;

Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuannya adalah :

Sebagai dasar dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang
terintegrasi dan komprehensif, guna tercapainya program dan sasaran yang
berdayaguna dan berhasil guna;

Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar
Pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota), guna mewujudkan
keterpaduan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang
secara berkelanjutan;

Terjominnya  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di bidang ke-PU-an dan
Penataan Ruang;

Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan;

Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan; dan

Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
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BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN OPD;
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. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;



BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU-SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV.
BAB V.
BAB VI.

BAB VII.
BAB VIII.

|dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD;
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih;
Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD;
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD;

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

PENUTUP



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana telah diterangkan dalam PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 27
TAHUN 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator
dan pengawas di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi
maluku maka tugas dan fungsi Kepala Dinas (eselon ), Kepala Bidang/sekretaris
(Eselon lll) dan Kepala Seksi/subbag (Esselon IV) pada DInas Pekerjoan Umum dan

Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

1) Tugas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. menetapkan program kerja Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku berdasarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan
Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan
dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3. membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan
secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan tugas,
tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;



10.

1.

12.

merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaoku untuk kelancaran
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan
kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk
akuntabilitas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Il. SEKRETARIAT

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai fugas menyusun

rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan

umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesektariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1.

menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku
berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



10.

11.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalom pelaksanaan tfugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan program kerja yang efekfif, efisien dan akuntabel;
menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan,
perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Provinsi
Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke
depan;

menyelenggarakan  layanan  administrasi  kepegawaian dan  umum,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik
sektoral di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.



lll. BIDANG SUMBER DAYA AIR

1)Tugas

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, operasi dan

pemeliharaan serta pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai

kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1.

menyusun rencana operasional Bidang Sumber Daya Air berdasarkan program
kerja Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Sumber Daya Air secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan sumber daya air melalui
program perencanaan sumber daya aqir, operasi dan pemeliharaan serta
pelaksanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana
operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan sumber
daya air dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang sumber daya air sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang sumber daya
air sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tfugas-tugas



yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

10. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

IV. BIDANG BINA MARGA

1)Tugas

Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai fugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan serta pengembangan
prasarana jembatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang
optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional Bidang Bina Marga berdasarkan program kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Bina Marga sesuadi
dengan fugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Bina
Marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5. merumuskan kebijakan operasional bina marga melalui program perencanaan
dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan  dan
pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
akuntabel;

6. merumuskan pedoman perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan,

rancangan pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan dan analisa dampak



10.

11.

lingkungan serta studi lainnya, rancangan penetapan fungsi, status dan kelas
jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berloku agar agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pembinaan teknis, fasilitasi dan supervisi di  bidang
perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan
dan pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bina marga sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan
secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- fugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

V. BIDANG CIPTA KARYA

1)Tugas

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Maluku mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya meliputi

pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman serta

penataan bangunan dan lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mencapai kinerja yang optfimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1.

menyusun rencana operasional Bidang Cipta Karya berdasarkan program kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya sesuai
dengan fugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



10.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Cipta
Karya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar fidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan teknis di bidang cipta karya meliputi pelayanan
pengelolaan dan pengembangan SPAM, pelayanan pengembangan sistem dan
pengelolaan perasampahan, pengelolaan air limbah domestik pada sistem
pengelolaan air limbah serta pelayanan pengelolaan dan pengembangan
sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi
kewenangan daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah
kabupaten/kota, pengembangan sistemm dan pengelolaan persampahan
regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional,
pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung
dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan infrastruktur
permukiman dan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
serta penataan bangunan dan lingkungan strategis daerah provinsi dan
penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota sesuaqi
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama di bidang
pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pengembangan air minum,
penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungannya sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang
Cipta Karya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya sesuai dengan fugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan



1.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

VI. BIDANG JASA KONSTRUKSI

1)Tugas

Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1.

menyusun rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan program
kerja Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai
dengan ftugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar fidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan jasa konstruksi melalui
program pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuadi prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel;

mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan jasa
konstruksi dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan

jasa konstruksi di wilayah provinsi;



9. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang jasa konstruksi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien;

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanaokan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12. melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

VII. BIDANG TATA RUANG

1)Tugas

Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang serta pelaksanaan dan pertanahan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional Bidang Tata Ruang berdasarkan program kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang sesuai
dengan fugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata
Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata ruang melalui program

pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan



10.

11.

ruang serta pelaksanaan pertanahan sesuai prosedur danketentuan yang
berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
akuntabel;

mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan tata ruang
dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel;

menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi tata ruang sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang tata ruang
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- fugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor : 26 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

DaerahProvinsi Maluku dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari susunan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari :



1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Pelaksanaan.
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
2. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
3. Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan.
e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman.
f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari :
1. Seksi Pengaturan;
2. Seksi Pemberdayaan; dan
3. Seksi Pengawasan.
g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yaitu adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujion dan Peralatan.
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian dan Peralatan terdiri
dari:

Kepala Unif;
Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Pengujian;

Seksi Peralatan; dan

® o0 O U0

Kelompok Jabatan Fungsional.

Lebih lanjut untuk menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing struktur yang disebutkan sebelumnya diatas, diterangkan dalam Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Uraian TugasJabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas
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Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dapat digambarkan sebagai
berikut :
GAMBAR 2.1
SOTK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

y

i
i

\W

i
j |

14

\W

\W

1]

O\
ﬂ"l

.
'\ﬂ'—!\ﬂ'

\

'\ﬂi‘xﬁ'

'\H

<——

STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA

!

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MALUKU

.:/

\

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2017

2.1.3. KEWENANGAN
Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan

urusan konkuren yang waijib yang terkait dengan pelayanan dasar (pasal 12 ayat 1),2 I



mandat urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum untuk pemerintah provinsi

yaitu urus

an bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya dibagi

lagi ke dalam sub-sub urusan sesuai dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kemudiandijelaskan dalam pasal 13 UU 23 Tahun 2014 bahwa yang menjadi Kriteria

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah :

1.
2.
3.

Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintfahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah kabupaten/kota; dan/atau

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi

Untuk lebih jelasnya sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, terkait pembagian urusan dalam bidang Pekerjaan umum dan Penataan

Ruang adalah sebagai berikut :

Sub urusan Sumber Daya Air

Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
lintas Daerah kabupaten/kota.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas

Daerah kabupaten/kota.

Sub urusan Air Minum

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.

Sub urusan Persampahan

Sub u

Sub u

Sub u

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

rusan Air Limbah

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

rusan Drainase
Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung

langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.

rusan Bangunan Gedung

Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi



- Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah

provinsi.

Sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan
strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas

Daerah kabupaten/kota

Sub urusan Jalan

- Penyelenggaraan jalan provinsi.

Sub urusan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;

- Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

Sub urusan Penataan Ruang

- Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

Lebih lanjut terdapat beberapa tugas tambahan yang merupakan tugas utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM),
didalamnya dijelaskan bahwa daerah dalam hal ini merupakan Provinsi memiliki
tugas pelayanan terhadap pemenuhan target SPM yang diantaranya sebagai
berikut :

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan

- Penyediaan pelayanan air imbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

2.2. SUMBER DAYA OPD
2.2.1.SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka mendukung operasional pelayanan yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku terdapat beberapa resources
yang dapat dioptimalkan guna mendukung kinerja OPD. Sumber Daya OPD tersebut
diklasifikasikan kedalam 2(dua) jenis yaitu orang (SDM) dan barang (Aset). Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki Sumber Daya
Manusia pada sebanyak 281 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dilihat
pada tabel dibawah ini (lihat Tabel 2.1 dan Tabel 2.2):



TABEL 2.1
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN GENDER SERTA PANGKAT DAN GOLONGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

Jenis Kelamin

Golongan Ruang

No Satuan Kerja
Pria | Wanita | Ve Ivd IVc | IVb | IVa lid llic | b | Mma | Iud lic | lib lla |Total [Id | Ic | Ib la

Kepala Dinas Pekerjaan

1 Umum Dan Penataan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o O 0 0
Ruang

2 | Sekretariat 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0
Sub Bagian

3 Kepegawaian Dan 15 12 0 0 0 0 0 1 2 4 9 3 5 3 0 11 0| O 0 0
Umum
Sub Bagian

4 Perencanaan, Evaluasi 6 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan

5 12 14 0 0 0 0 0 6 4 10 1 3 2 0 0 5 0|0 0 0
Dan Aset

6 Bidang Sumber Daya Air 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0
Seksi Perencanaan Dan

7 Pengendalian Sumber 18 1 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 6 2 0 8 0] 0 0 0
Daya Air
Seksi Operasi Dan

8 15 2 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 0 0 6 0|0 0 0
Pemeliharaan

9 | Seksi Pelaksanaan 17 3 0 0 0 0 0 1 3 4 2 1 7 1 1 10 0|0 0 0

10 | Bidang Bina Marga 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| O 0 0
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Seksi Perencanaan Dan

11 | Pengendalian Bina 7 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0] O 0 0
Marga
Seksi Pengembangan
12 25 0 0 0 0 1 7 3 2 0 12 o|oO0 0 0
Prasarana Jalan
Seksi Pengembangan
13 24 0 0 0 0 2 8 4 0 0 12 o|oO0 0 0
Prasarana Jembatan
14 | Bidang Cipta Karya 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 o o0 0 0
Seksi Perencanaan Dan
15 | Pengendalian Cipta 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0|0 0 0
Karya
Seksi Pengembangan
16 | Air Minum Dan 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 o|oO 0 0
Penyehatan Lingkungan
Seksi Penataan
Bangunan Dan
17 9 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 o|oO 0 0
Lingkungan
Permukiman
18 | Bidang Jasa Konstruksi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0
19 | Seksi Pengaturan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| O 0 0
20 | Seksi Pemberdayaan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] O 0 0
21 | Seksi Pengawasan 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0|0 0 0
22 | Bidang Tata Ruang 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0|0 0 0
Seksi Pengaturan Dan
23 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 o|oO 0 0

Pembinaan
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Seksi Pengawasan Dan
24 | Pengendalian 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
Pemanfaatan Ruang
Seksi Pelaksanaan Dan
25 7 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 0 4 0 0 0
Pertanahan
UPTD Laboratorium
26 | Pengujian Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan
27 | Sub Bagian Tata Usaha 3 6 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 1 0 3 0 0 0
28 | Seksi Pengujian 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0
29 | Seksi Peralatan 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0
205 76 0 1 0 5 5 43 52 | 53 | 27 | 37 | 46 | 10 1 94 0| 0 0
Sumber Data : Bezetting DPUPR Promal per Oktober 2019
TABEL 2.2
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KLASIFIKASI PENDIDIKAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU
Tingkat Pendidikan
Total
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 10 1 1 0 0 15 0 0 27
0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 7
0 1 14 0 1 0 0 10 0 0 26
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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19

17

20

14

27

27

11

13

11

281

11

10

15

16

121

18

104

31

Sumber Data : Bezetting DPUPR Promal per Oktober 2019
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2.2.2. SUMBER DAYA PENDUKUNG OPERASIONAL PELAYANAN

Disamping terdapat Sumber daya manusia yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Sebagai bagian integral dari penunjang
tugas dan fungsi pelayanan OPD maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku memiliki Sumber Daya lainnya berupa barang dan bangunan yang

diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

TABEL 2.3
RINCIAN BARANG ASET PER TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MALUKU

NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI (Rp)

Tanah

431.328.076.927,00

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Besar

12.187.271.795,00

Alat-alat Angkutan

6.153.162.773,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur

532.320.106,00

Alat Pertanian

919.207.696,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga

6.908.942.669,21

Alat Studio dan Alat Komunikasi

565.334.825,74

Alat-alat Kedokteran

45.110.140,00

Alat Laboratorium

1.704.263.756,25

Gedung dan Bangunan Gedung

Bangunan Gedung

326.942.139.537,00

Monumen

25.297.144.642,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

2.063.992.838.356,38

Bangunan Air/Irigasi

1.027.466.551.381,00

Instalasi

6.858.153.219,00

Jaringan

14.620.512.448,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

18.545.130.000

TOTAL

3.944.066.160.271,58

Sumber: Pengelola Aset Dinas PUPR

Pada TABEL 2.3 dijabarkan pula tentang aset-aset dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Maluku baik yang berupa barang-barang bergerak
maupun yang tak bergerak yang dapat dapat dimanfaatkan pula dalam rangka
upaya optimalisasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku.



RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU

23 KINERJA PELAYANAN OPD
a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA)

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan bina pemanfaatan sarana dan
prasarana sumber daya air. Berikut Data terkait kondisi Sumber Daya Air di Maluku,

baik itu irigasi, Pengendalian Banjir dan lain sebagainya :

TABEL 2.4
KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SDA S.D TAHUN 2018

No. Program "“g‘f““ Potensial | Fungsional Ket
44.208,7 Ha
A | Irigasi 148 | 68.775,7 Ha  24.567 Ha (msh dpt
dikembangkan)
16.824 Ha
- Kewenangan Pusat 7 27.483,0 Ha 10.659 Ha (msh dpt
dikerabangkan)
14.931 Ha
- Kewenangan Provinsi 18 22.570,0 Ha  7.639 Ha (msh dpt
dikembangkan)
12.453,7 Ha
- Kewenangan Kabupaten 123 | 18.722,7 Hdl  6.269 Ha (msh
dikembangkan)
B scmbangumn Prasarana 10.630,1 Km 44,56 Kim
engaman Pantai
Pengendalian Banjir Pada Daerah
C | Tangkapan Air dan Badan — Badan 23244 K 27,22 K Sungai besar utama*
Sungai

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

b. Bidang Bina Marga
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi sampai dengan Tahun akhir renstra yaitu
tahun 2018 masih berada di angka 46,1%, capaian ini masih sangat jauh dari
target SPM Kementerian PU yang mematok kondisi jalan daerah di posisi 60%.
Selengkapnya terkait kondisi jalan dan jembatan dapat dilihat pada table dan

gambar berikut :



GAMBAR 2.2
KONDISI KEMANTAPAN JALAN YANG BERADA DI LINGKUP PROVINSI MALUKU

Existing Jalan Nasional per Akhir 2018 1.771,67 Km
87.,99% (1.558,83 Km)

Existing Jalan Provinsi (1.080 Km)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
4332% 54,25% 4547%  4354%  46,10% 60%

498,023 Km

Existing Jalan Kabupaten/Kota per Akhir 2018 7291 982 Km
43,66% (3.183,590 Km)

Total Mantap Jalan [ Total Mantap Jalan Di
Daerah : 43,98% Maluku :51,66%
(3.681,613 Km) (5.240,505 Km)

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

GAMBAR 2.3
PETA TRANS MALUKU
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TABEL 2.5

TABULASI KINERJA BIDANG JALAN KEWENANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SE-MALUKU s/d TAHUN 2018

DATA DASAR PRASARANA PROVINSI. KABUPATEN/KOTA

PROPINSI : MALUKU
KABUPATEN
TAHUN + 2019 (Status Akhir Tahun 2018) D
AKSES KE
PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (%) PANJANG TIAP KONDISI(%) KETERANGAN
PANIANG | (oo JALAN
No. |NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI RUAS ™) P T BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT LHR
(km) Makadam Tembus (N/P/K)
% [ % v % KM % kv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 |001.1AK|JL. DR. SUTOMO (AMBON) KOTA AMBON 024] 450 100.00 - - | 10000 024 - - NP
2 | 001.1B.K|JL. DR. TAMAELA KOTA AMBON 0.65 4.50 100.00 - - 100.00 0.65 - - - PIK
3 |00LICK|IL. DR. SIWABESSY KOTA AMBON 065 450 100.00 - - 100.00 065 - - P/K
4| 001.1D.K|JLSAAR SOPACUA (AMBON) KOTA AMBON 076] 450 100.00 - - 100.00 076 - - - - P/K
5 | 001.1EK[IL. MALATHOLO (AMBON) KOTA AMBON 160] 450 100.00 - - [ 10000 160 - - - - P/K
6 | 001 |AMBON - LATUHALAT KOTA AMBON 1300 450 100.00 - - | 100.00 13.00 - - - P/K
7 | 001.1F.K|JL. Dr. SITANALA| KOTA AMBON 0.24 4.50 100.00 - - 100.00 0.24 - - - PIK
8 |001.1G.K|JL. SULTAN BABULLAH (AMBON) KOTA AMBON 0.65 4.50 100.00 - - - - 100.00 0.65 - - P/K
9| 00LIHK[IL. MESIID RAYA (AMBON) KOTA AMBON 017] 450 100.00 - - [ 10000 0.17 - - - /P
10 | 00L.1LK [JL. LATUMETEN (AMBON) KOTA AMBON 045|450 100.00 - - | 10000 0.45 - - - P/K
11 | 001.13.K [JL. PATTIMURA KOTA AMBON 060 450 100.00 - - | 100.00 0.60 /P
12 002 [DURIAN PATAH-HITU KOTA AMBON 11.70] 450 100.00 = = 2564 300 6581 7.70 8.55 1.00 N/P
13 003 |HITU - KAITETU KAB. MALUKU TENGAH 11.47 4.50 100.00 - - - - 82.56 9.47 17.44 2.00 - P
14 | 004 |KAITETU - NEGERI LIMA KAB. MALUKU TENGAH 1725|450 100.00 - - 60.99] 1052 2742 473 1159 200 - P
|15 | 005 [NEGERI LIMA - ASILULU KAB. MALUKU TENGAH 542|450 100.00 - - 2159 1.17] 3690 200 4151 225 P
16 | 006 |WAKASIHU - ASILULU KAB. MALUKU TENGAH 1220 450 100.00 - - 2295 280 5775 705 19.30 236 - P
17 | 007 |LAHA - WAKASIHU KAB. MALUKU TENGAH 2400|450 100.00 - - 1375 330] 473 1098] 3219 7.73 833 2.00 /P
| 18 | 008 [HITU - MAMALA - MORELA KAB. MALUKU TENGAH 546 450 100.00 - - - 76.56 418 2344 1.28 - NP
19 | 009 [MORELA- LIANG KAB. MALUKU TENGAH 2380|450 100.00 - - 7899  1880| 1681 4.00 4.20 1.00 - /P
20 | 010 |PASSO-HUTUMURT KOTA AMBON 1370450 100.00 - - 50.36 690 3869 530 1095 150 - NP
21 | 011 |HUTUMURI - HUKURILA KOTA AMBON 780 450 100.00 - - - |38 300] 6154 4.80 - P
22 | 012 |HUKURILA - SERT KOTA AMBON 1350|450 - - 100.00 - - | 10000 13.50 P
23 | 013 [SERI- LATUHALAT KOTA AMBON 800 450 100.00 - - - 68.75 550 3125 250 - 3
24 | 014 |LAHA- NEGERI LIMA KOTA AMBON 1679 450 - - 100.00 - - - 100.00 16.79 P
25 | 015 |PELAUW-HULALIU KAB. MALUKU TENGAH 1447|450 100.00 - - 9509 1347 6.91 1.00 - P
26 | 016 |HULALIU-ABORU KAB. MALUKU TENGAH 1317] 450 100.00 - - 62.03 817  7.59 1.00 - 3037 4.00 P/K
27 | 017 |ABORU- HARUKU KAB. MALUKU TENGAH 27.00] 450 - - 100.00 - - - 100.00 27.00 P
28 018  [HARUKU - PELAUW KAB. MALUKU TENGAH 17.18 4.50 100.00 - - 65.08 1118 291 0.50 32.01 5.50 - - P
29 | 019 [SAPARUA-HARIA KAB. MALUKU TENGAH 541|450 100.00 - - - %06 141 73.94 4.00 - P/K
30 | 020 [SAPARUA- ITAWAKA KAB. MALUKU TENGAH 1304 450 100.00 - - 54.75 714] 2607 340  19.17 250 - P/K
31 | 021 |SAPARUA (SP. PIA) - KULUR KAB. MALUKU TENGAH 1667 450 100.00 - - 88.00] 1467|600 1.00 6.00 1.00 - P/K
32 | 022 |PIRU-LOKI KAB. SERAM BAGIAN BARAT 3980 | 450 100.00 - - 59.12 2353 050 0.20 8.04 320] 3234 1287 /P
33 023 |WERINAMA - KOTA BARU KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 55.00 4.50 24.00 6.36 69.64 10.18 5.60 7.64 4.20 6.18 3.40 76.00 41.80 PIK
34 | 024 |KOTABARU - AIR NANANG KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 60.00 | 4.50 - - 100.00 - 100.00] 6000 P
| 35 | 025 |DANAR- TETOAT KAB. MALUKU TENGGARA 3580 | 4.50 100.00 - - 9788 3504 - 212 076 /P
36 | 026 |SP. LANGGUR - DEBUT - EWU KAB. MALUKU TENGGARA 1150|450 100.00 - - 68.35 786 991 114 2174 250 - - N/P/K
37 | 027.1A |JL KS. TUBUN (TUAL) KOTA TUAL 030] 450 100.00 - - [ 10000 030 - /P
38 | 027.1B |JL. Dr.J. LEIMENA (TUAL) KOTA TUAL 0.97 4.50 100.00 - - 100.00 0.97 - N/P
39 | 027.1C [IL. GAJAH MADA KOTA TUAL 082 450 100.00 - - | 100.00 082 - - /P
40 | 027.1D [SP. JL. GAJAH MADA - AL KOTA TUAL 048] 450 100.00 - - | 100.00 048 /P
41 | 027.1E [SP. TUGU (3L, GAJAH MADA) - TAAR KOTA TUAL 210|450 100.00 - - | 10000 210 /P
|42 | 028 [ELAT - SP. NGURDU KAB. MALUKU TENGGARA 400 450 100.00 - - | 100.00 4.00 - - - - P
43 | 029 |SP. NGURDU - FAKO KAB. MALUKU TENGGARA 800|450 100.00 - - 54.38 4.35 143 115[ 3125 2.50 P
44 030 |FAKO - HOLAT KAB. MALUKU TENGGARA 19.02 4.50 100.00 - - 51.52 9.80 4.21 0.80 44.27 8.42 - - P
45 | 031 |HOLAT - OHOIRAUT, KAB. MALUKU TENGGARA 4000|450 5.00 38.00 57.00 8.25 330 - | o17s 36.70 P
| 46 | 032 [NAMROLE - LEKSULA KAB. BURU SELATAN 53.85|  4.50 16,53 10.77 7270] 1536 827 389 210 3.04] 16350 7772 4185 NP -
47 | 033 |MAKO-KAYELD KAB. BURU 3023] 450 28.45 7155 - 28.45 8.60 - - 7155 2163 P
48 | 034 [KAYELI-TLATH KAB. BURU 47.47|__450 421 - 9579 421 200 - - 95.79| 4547 P/K
49 | 035 |SP. OKI- WAMSIST KAB. BURU 1800 450 6156 167 3678 6156] 1108 - A 6.92 P
50 | 036 |WAMSISI- ILATH KAB. BURU 3000 450 17.33 - 867| 1603 4.81 - 0.80 024  8317] 2495 P
51 | 037 [SIONAL - SIONIDAL KAB. KEPULAUAN ARU 2441|450 54.69 - 4531] 2458 600 3011 735 4531 11.06 - - P
52 | 038 |SIONIDAL - NGAIBOR LAMA KAB. KEPULAUAN ARU 3L.00] 450 - - 100.00 100.00| _ 31.00 NP
53 | 039 [TEPA- LETWURUNG KAB. MALUKU BARAT DAYA 4550|450 84.26 6.51 923| 4285] 1950 1187 5.40 435] 19800] 4093 186250 NP
54 | 040 |ILNGEI - BATU PUTIH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 39.05| 450 100.00 : : 90.14 35.20 986 3.85 - - - - N/K
55 | 041 |WEET - TOUNWAWAN - PILAM KAB. MALUKU BARAT DAYA 1565 450 4313 - 5687| 2163 339 - - - 7837 1227 P
56 | 042 |AMBON - SOYA KOTA AMBON 503|450 100.00 - - - | e024 303| 3976 2.00 NP )
57_| 043.10.K|JL. KRISTINA (AMBON) KOTA AMBON 145|450 100.00 - - 68.97 1.00[ 3103 045 - NP )
58 | 043.11.K [JL. PITU INA (AMBON) KOTA AMBON 125] 450 100.00 - - | 100.00 125 - - )
59 |043.12K|JL. PITU INA - AIR BESAR (AMBON) KOTA AMBON 430 450 100.00 - > 81.40 350 1860 0.80 - - PK_|%)
60 | 043.13.K|JL. CUT NYAK DHIEN KOTA AMBON 028] 450 100.00 - - | 10000 028 - - - )
61 | 043.14.K[JL KARTINI KOTA AMBON 050 450 100.00 - - | 100.00 0.50 - )
62 | 043.15.K[JL. INATUNT KOTA AMBON 040] 450 100.00 - - | 100.00 040 - )
63 | 043.16.K|JL. PEMUDA KOTA AMBON 065|450 100.00 - - | 10000 0.65 - )
64 | 043.17.K|JL. DEWI SARTIKA KOTA AMBON 0.40 4.50 100.00 - - 100.00 0.40 - - - P *)
65 | 044 |KELILING PULAU NUSALAUT KAB. MALUKU TENGAH 2400|450 100.00 - - 38.65 928 3458 830 2063 495 6.15 148 D)
66 | 045 |SP. KAIRATU - HUNITETU KAB. SERAM BAGIAN BARAT 2470|450 100.00 - = 4171 1030] 405 100 1181 292] 4243 10.48 P19
67 | 046 |LOKI- IHALUHU KAB. SERAM BAGIAN BARAT 1975 450 72.15 27.85 - 68.35 1350] 810 160] 2354 465 - - G
68 047 | WAISALA - SERIKAMBELU KAB. SERAM BAGIAN BARAT 30.88 4.50 - - 100.00 - - - 100.00 30.88 P *)
69 | 048 |SERIKAMBELU - LUHU KAB. SERAM BAGIAN_ BARAT 780 4.50 - - 100.00 - - - 100.00 7.80 G
70 | 049 |KELILING PULAU GOROM KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 3840|450 7135 - 2865|2760 1060 19.01 730] 2474 950 2865 11.00 G
71 | 050 |PELABUHAN BANDA - BANDARA UDARA KAB. MALUKU TENGAH 210 350 100.00 - - 100.00 2.10 - - )
72 | 051 |sP. MAKO-TIFU KAB. BURU 392] 450 100.00 - - 94.90 372|510 0.20 - - NP )
73 | 052 |SP. DOBO (BBM) - PELABUHAN PPI KAB. KEPULAUAN ARU 450 450 100.00 - - - 100.00 450 - - - PK_[%)
A. Total Panjang Jalan (Km) 1,080.30 Mantap | Tidak Mantap 37044 127.59 10001 482.07
B. Persentase Jalan (%) 100.00 46.10 5390 3429 11.81 9.26 4464

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

c. Bidang Cipta Karya

Terkait capaian d bidang Cipta Karya, Provinsi Maluku juga mengacu

kepada standar SDG's untuk pencapaian kualitas air minum, kualitas sanitasi dan

kualitas permukiman kumuh, berikut capaian persentasi air minum, sanitasi dan

kawasan kumuh :



capaian Air Minum

70.97

2014 (baseline) 2015 2016 2017 2018

= capdian nasional === capaian maluku ==@== target roadmap

Capaian Sanitasi

g
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Roadmap 100-0-100 51,22 64,65 75 86,1 93,52

Nasional 61,06‘ 62,14 64,07 67,54 68,93
Maluku 56.43‘ 57.93 57.71 6846  84.23

100




GAMBAR 2.5
GRAFIK CAPAIAN KINERJA SANITASI

Capaian Kumuh

301.39

2014 (paseline) 2015 2016 2017 20318 2019

i Hoadmap === capaian kumuh tersisa

Tahun Anggaran (Ha)

Uraian
Baseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Roadmap 100-
301.39 209.38 14995 90.05 46.18 0
0-100
Realisasi 301.39 168.48 130.85 125.08 113.28 -

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

d. Bidang Penataan Ruang
Bidang penataan ruang melaksanakan urusan terkait penataan ruang
yaitu diantaranya pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan dalam
pemanfaatan ruang dan pengaturan kawasan. Berikut adalah table status RTRW
Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Maluku sebagai bagian dari pelaksanaan

tugasnya yaitu:
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RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU

10.

11.

12.

TABEL 2.6
STATUS RTRW PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA SE-MALUKU

v = v = v = v = = v

Provinsi Maluku

Kab. Maluku Tengah v - v - v - v - v
Kab. Seram Bagian Barat v - v - v - v - - v
Kab. Seram Bagian Timur Vv - v - V' - v - - v
Kota Ambon v - ' - ' - v - v
Kab. Buru v - ' - ' - v - - v
Kab. Maluku Tenggara v - v - v - v - v
Kota Tual v - v - v - Vv - v
Kab. Kepulauan Tanimbar v - v - v - v - - v
Kab. Aru v = v = v - v = - v
Kab. Buru Selatan v = v = v - v = v
Kab. Maluku Barat Daya v - v - v - v - - v

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

e.

Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam pembinaan dan pengawasan usaha Jasa Konstruksi di Provinsi
Maluku, bidang Pembinaan Jasa Konstruksi melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan Lembaga Pembina Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Maluku. Pendataan
terhadap usaha-usaha jasa konstruksi, asosiasi,perizinan, kualifikasi badan usaha
dan SDMnya selalu dilakukan oleh LPJK dalam rangka mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Berikut ini adalah data terkait pembentukan tim Pembina Jasa Konstruksi

di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku :



TABEL 2.7
KONDISI SDM TENAGAAHLI DAN TENAGA KONSTRUKSI LINGKUP PROVINSI MALUKU S.D.

TAHUN 2018
e Jenis Tenaga Kerja Jumliah (orang)
A [Tenaga Ahli T
- Madya o
- Muda -
B [Tenaga Terampil YT
- Tingkat | 7
- Tingkat I s
- Tingkat Il i
TOTAL 4.992

Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019

TABEL 2.11
KONDISI PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH LINGKUP
PROVINSI MALUKU

Z
o

Kab/Kota Sudah Belum
Kota Ambon V
Kab. Maluku Tengah \

Kab. SBB v
Kab. SBT v

Kab. BURU

Kab. BURSEL

—
.

Kab. Maluku Tenggara
Kota TUAL
Kab. MTB

© P N o> oA N

—
©

Kab. Kepulauan Aru
11. Kab. MBD V
Sumber : Tabulasi Kinerja Dinas PUPR 2019



2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalaom menyelenggarakan Tupoksi, program dan kegiatan, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki Kekuatan, Kelemahan,

Tantangan dan Peluang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks analisis SWOT

di bawah ini :

Untuk Tantangan ada beberapa tantangan yang dapat diuraikan sebagai
berikut :

1.

Masih belum jelasnya pembagian Tupoksi antara Bidang Cipta karya
dengan Bidang Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Masih belum jelasnya pembagian tupoksi antara bidang cipta karya dan
bidang kawasan permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  terutama  terkait penanganan  kawasan  kumuh,
mengakibatkan penyusunan program yang akan bertabrakan dan double
intervensi serta ketersinggungan antar pelaksanaan di lapangan.

Jika dilihat dari UU 23 Tahun 2014 Urusan Pekerjoan Umum dan Penataan
Ruang Sub Urusan Permukiman maka disitu dijelaskan bahwa kewenangan
daerah provinsi yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana
permukiman di kawasan strategis provinsi.

Sedangkan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sub
urusan kawasan permukiman dijelaskan bahwa kewenangan daerah
provinsi yaitu melaksanakan prasarana di kawasan kumuh dengan luas
areal 10-15 Hektar.

Terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 sebagai acuan baru Standar Pelayanan
Minimal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebelum
terbitnya PP 2 Tahun 2018 tentang SPM memiliki SPM di bidang Jalan, Irigasi,
Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang, namun setelah adanya aturan ini,
bidang cakupan SPM Dinas PUPR Provinsi Maluku hanya di bidang Cipta
Karya yaitu mengenai Sanitasi dan Air Minum.

SPM air minum yaitu pemenuhan layanan air curah lintas kabupaten kota,
sedangkan sanitasinya yaitu pemenuhan layanan air limbah domestik/

lintas kabupaten kota.

Sedangkan untuk peluangnya yaitu :



Adanya peningkatan status jalan dari daerah ke pusat maupun dari
kabupaten ke provinsi.

Dengan dievaluasinya status jalan nasional setiap 5 tahun sekali, maka ada
beberapa ruas jalan daerah yang bisa diusulkan untuk dinaikkan statusnya
ke jalan nasional dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI.

Usulan dari pemerintah provinsi sudah disampaikan dan kemarin sudah
dibahas bersama dirjen Bina Marga dan Balai Pelaksana Jalan Nasional
Wilayah XVI Maluku & Maluku Utara. Begitupun usulan dari kabupaten

maupun kota.

Adanya balai-balai kementerian yang baru dibentuk

Dengan dibentuknya balai-balai baru terutama balai  prasarana
permukiman wilayah (di bawah dirjen Cipta Karya), maka pelaksanaan
program kegiatan APBN yang selama ini didelegasikan kementerian
kepada Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku,
sudah bisa dilaksanakan secara profesional oleh UPTD di bawah

kementerian PUPR itu sendiri.

Adanya beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Maluku
Berdasarkan Perpres 56 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua
dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis
Nasional dimana maluku kebagian tiga proyek nasional yaitu
Pembangunan Bendungan Way Apu, Pembangunan 7 Ruas Trans Maluku
dan pengembangan Blok Masela.

Dari 3 proyek tersebut yang berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Proyek Bendungan Way Apu
dan Pembangunan 7 Ruas Trans Maluku. Dalam progress nya bendungan
Way apu sementara dalam proses pembangunan yang kontrak multi year
nya dimulai dari 2018 s.d 2022, sedangkan untuk pembangunan 7 ruas trans
maluku yang didalomnya ada 5 ruas jalan daerah progressnya

kemantapannya masih mencapai 51%.



BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

dengan menggunakan metode analisis SWOT, guna mengukur capaian kinerja dan

analisis lingkungan strategis sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya

maka didapatkan identifikasi permasalahan pada masing-masing fungsi bidang

seperti berikut ini :

1. Bidang Sumber Daya Air

a.

© o 00O

Terbatasnya Sumber Daya Manusia SDA berkualitas;
Belum ada perda terkait SDA;

Tidak ada sarana/ prasarana survey;

Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait;

Kewenangan membatasi percepatan pembangunan.

2. Bidang Bina Marga

a.

Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk infrastruktur jalan dan

jembatan masih terbatas;

. Sulitnya daya dukung transportasi dan distribusi barang ke pulau-pulau

kecil;

Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang jalan berkualitas;

d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional pekerjaan

jalan dan jembatan;
Kerusakan infrastruktur yang tidak tertangani;
Kondisi  karakteristik  geografis  kepulauan  sehinggamenyulitkan

transportasi dan distribusi material;

. Status kepemilikan lahan sering menghambat kelancaran pelaksanaan

pekerjaan;

. Keterbatasan Sumber Daya Alom pendukung (material) sesuai spesifikasi

pada daerah-daerah tertentu, membuthkan suplai dari daerah lain

sehingga ikut menambah ongkos operasional.



Belum optimalnya kinerja pembangunan infrastuktur kebina-margaan
dalam rangka mendukung upaya pembangunan wilayah prioritas
pembangunan Provinsi Maluku, terutama wilayah tertinggal, terdepan,
dan terluar seperti pada Pulau Yamdena dan Pulau-Pulau Terselatan serta
daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan sebagai destinasi
wisata seperti Kepulauan Banda dan Kepulauan Kei sebagai unsur
penunjang konektivitas dan aksesibiltas serta mobilitas masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

3. Bidang Cipta Karya

a.
p.

C.

Belum optimalnya Pemahaman Juknis;

Distribusi SDM tidak merata kualitas dan kuantitasnya;

Minimnya peralatan penunjang alat operasional dalam
penanggulangan darurat bencana;

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi target program lintas
kab./kota dengan provinsi;

Regulasi pemerintah pusat yang belum mengakomodir karakteristik
geografis kepualauan;

Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang
pengelolaan permukiman sebagai akibat fingginya pertumbuhan
penduduk dan urbanisasi.

Kualitas SDM penyedia jasa terbatas.

Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk infrastruktur umum masih
terbatas;

Dampak  kerusakan  lingkungan mengakibatkan  terbatasnya

ketersedioan air baku.

4. Bidang Jasa Konstruksi

a.

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga ahli dan tenaga
terampil di daerah;

Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk peningkatan kuantitas
tenaga ahli dan tenaga terampil berkualitas di daerah masih rendah;
Belum adanya PERDA JASA KONSTRUKSI di daerah;

d. Belum optimalnya kinerja Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah;

Belum adanya PERDA IUJK di seluruh kabupaten/kota;



Pelaku jasa konstruksi tidak dapat bersaing pada era globalisasi/pasar
bebas karena belum kompeten baik Penyedia Jasa maupun tenaga

kerja konstruksi;

. Infrastruktur yang tidak berkualitas atau tidak laik fungsi

5. Bidang Tata Ruang

a.

Rendahnya pemahaman masyarakat terkait tata kelola pemanfaatan

ruang dan kawasan;

. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan

khususnya daerah-daerah konservasi dan dilindungi;

. Belum tegasnya pemerintah terkait pemanfaatan ruang dan kawasan

yang bukan diperuntukkan untuk wilayah permukiman;

. Terbatasnya jumlah SDM PPNS Tata Ruang.

. Belum adanya kontribusi pemerintah daerah terhadap kegiatan legalisasi

asset tanah masyarakat dalam hal pembiayaan, sebagaimana telah
diamanatkan dalam SKB 3 Menteri yang dalam hal ini SUrat Keputusan
Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, Menteri Desa dan
PDT nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A/ 2017, dan Nomor 34/2017

guna percepatan penyelesaian sertifikasi tanah di daerah.

6. Sekretariat
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Belum optimalnya koordinasi antar bidang;
Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
Kurangnya kualitas dan kompetensi SDM;

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran.

7. UPTD Peralatan dan Perbekalan

a.

Belum adanya peraturan daerah yang mengatur/mewajibkan kepada
seluruh  pelaksana pekerjaan konstruksi untuk menggunakan jasa
pengujian UPTD;

Terbatasnya SDM pengelola peralatan dan penguji peralatan.

Belum adanya akreditasi pengujian laboratorium Aspal, Beton dan Tanah.
Belum lengkapnya peralatan pengujian pada laboratorium Aspal, Beton
dan tanah;

Terbatasnya anggaran operasional UPTD;



f. Belum tersedianya SOP UPTD tentang pengujian dan peralatan;

g. Persaingan antar institusi pengujian lainnya (Balai, swasta maupun

universitas);

h. Rendahnya posisi tawar (bergaining position) UPTD dalam melakukan
pengujian dan peralatan

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

dengan menggunakan metode analisis SWOT, guna mengukur capaian kinerja dan

analisis lingkungan strategis sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya

maka didapatkan identifikasi permasalahan pada masing-masing fungsi bidang

seperti berikut ini :

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

TABEL 3.1

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN
ASPEK STANDAR YANG
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI INTERNAL PELAYANAN
L] UL EKSTERNAL (DILUAR SKPD
(KEWENANGAN
KEWENANGAN SKPD)
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
e Jumlah Karakteristik  wilayah
L ketersediaan yang merupakan | Belum
Kinerja pelayanan . .
. 60 % kemantapan jalan pagu; daerah kepulauan; optimalnya
kemantapan infrastuktur . . L
BINA . kewenangan e Ketersediaan Kondisi cuaca yang | kinerja pelayanan
kebina-margaan sudah , . .
MARGA i Pemerintah Provinsi dari SDM yang sering  berubah-ubah | pembangunan
mencapai 498,023 KM , . . .
(46,10%) total panjang 1080 KM. berkualitas dan cenderung ekstrim; | infrastruktur
,10% .
Adat-istiadat kebina-margaan
masayarakat setempat.
Kinerja pelayanan e Jumlah Karakteristik  wilayah
pembangunan infrastuktur ketersediaan yang merupakan
kecipta-karyaan yang sejalan pagu; daerah kepulauan; Belum
dengan target SDG’s sudah . e Ketersediaan Kondisi cuaca yang | optimalnya
mencapai  85,87%  untuk Ditetapkan sejalan SDM an serin. berubah-ubah | kinerja pelayanan
CIPTA KARYA WU dengan target SDG’s yang g
pelayanan air minum, 113,28 aitu 100-0-100 berkualitas dan cenderung ekstrim; | pembangunan
Ha yang tersisa untuk Y Adat-istiadat infrastruktur
pengentasan wilayah kumuh, masayarakat setempat. | kecipta-karyaan
dan 84,23% untuk pelayanan
sanitasi
Kinerja pelayanan infrastuktur e Jumlah Karakteristik ~ wilayah
terkait sumber daya pengairan | Luas potensial daerah ketersediaan yang merupakan | Belum
sudah mencapai 7.639 Ha | irigasi sebesar 22.570 pagu; daerah kepulauan; optimalnya
SUMBER terhadap keseluruhan luas | Ha, potensi pengaman | e Ketersediaan Kondisi cuaca yang | kinerja pelayanan
DAYA AIR potensial daerah irigasi, | pantai sepanjang SDM yang sering  berubah-ubah | pembangunan
pengaman pantai baru | 10.630,1 KM, dan berkualitas dan cenderung ekstrim; | infrastruktur
terlayani sepanjang 44,56 KM, | potensi pengaman DAS Adat-istiadat terkait  sumber
dan pengaman DAS baru | sepanjang 23.244 KM. masayarakat setempat. | daya pengairan
terlayani sepanjang 27,22 KM.
X X e Jumlah Masih terbatasnya | Belum
.. . | Semakin meningkatnya . X .
JASA SDM yang tersertifikasi | lah SDM ketersediaan jumlah lembaga atau | optimalnya
umla an
KONSTRUKSI | sebanyak 1549 : L pagu; badan yang focus | kinerja pelayanan

tersertifikasi di seluruh

terhadap

dalam pembinaan




kabupaten/kota di Ketersediaan pengembangan kualitas | badan
Provinsi Maluku SDM yang dan kuantitas tenaga | penyelenggara
berkualitas dan jasa konstruksi. dan tenaga jasa
konstruksi
. Jumlah Karakteristik ~ wilayah
. tersedianya Peraturan .
Telah tersedianya Peraturan ketersediaan yang merupakan
Daerah Dan Dokumen
Daerah Dan Dokumen RTRW L. pagu; daerah kepulauan; Belum
. RTRW Provinsi Maluku, .
Provinsi Maluku, serta . e Ketersediaan e Adat-istiadat optimalnya
. serta  Penyidik  ASN L
TATA RUANG | Penyidik ASN (PPNS) yang . SDM yang masayarakat setempat; | kinerja pelayanan
k (PPNS) yang mengawasi . .
mengawasi pengawasan berkualitas e Alih fungsi lahan yang | penataan ruang di
pengawasan penataan o
penataan ruang dan tidak dapat terkontrol | Provinsi Maluku
ruang dan pemanfaatan . .
pemanfaatan lahan dan diawasi dengan
lahan -
aik.

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Maluku 2019

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Tujuan adanya pembangunan yaitu guna mewujudkan kesejahteraan dan
menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.Dalom upaya mewujudkan
tujuan tersebut maka Kepala Daerah sebagai salah satu  aktor utama
penyelenggaraan pembangunan di daerah wajib menentukan arah kebijakan
pembangunan daerah yang visioner, dalam hal ini dimanifestasikan kedalam visi dan
misi Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan aktualisasi dari
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang. Visi pembangunan Provinsi Maluku yang digaungkan oleh Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu :

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan
dan Berdavulat atas Gugusan Kepulavan”

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut secara eksplisit menerangkan
tentang kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah dengan
karakteristik kepulauan.Oleh karena itu, dituntut perlunya dilakukan pembangunan
dengan metode pendekatan pembangunan yang tepat dan cermat.Melalui
pendekatan konsep Gugus Pulau (GP), Laut Pulau dan Multy GateSystem (MGS)
diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dengan melakukan
identfifikasi secara komprehensif dan terintegrasi baik antar OPD Lingkup Provinsi
Maluku maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan potensi maupun permasalahan yang ada pada
masing-masing gugus pulau,hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan
pembangunansetfiap wilayah sesuai dengan prioritas dan potensinya.Serta dapat

menjamin kedayagunaan dan kehasiigunaandari outputpembangunandengan




RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU

mengedepankan  pendekatan  kekhasan  regional,  sehinggapelaksanaan
pembangunan dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien menuju Maluku yang
sejahtera.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka wilayah pembangunan di
Provinsi Maluku dibagi atas 12 Gugus Pulau (GP).Setiap gugus pulau tersebut memiliki
wilayah pelayanannya masing-masing sesuai dengan daya jangkau pusat-pusat
gugus dan pulau-pulau di sekitarnya, dan sesuai kriteria penetapan Gugus Pulau

tersebut.
Adapun peta Gugus Pulau Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 3.1
PETA WILAYAH PENGEMBANGAN (GUGUS PULAU)
PROVINSI MALUKU
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SUMBER : BAPPEDA PROVINSI MALUKU TAHUN 2019

Berikut adalah Gugus Pulau berdasarkan Potensi dan rencana prioritas

pengembangan masing-masing GP dapat dilihat pada Tabel 3.2.



RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU

TABEL 3.2

GUGUS PULAU BERDASARKAN POTENSI PENGEMBANGAN

Fungsi dan Prioritas
No Gugus Pulau Rencana Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan

1. Buru 1. Perkebunan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Perikanan pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Pertanian bandara, jaringan jalan darat yang
4. Peternakan terintegrasi dengan jalur penyeberangan
5. Pariwisata sehingga membentuk Trans Maluku.
6. Kehutanan.

2 Seram Barat 1. Pertanian Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Perkebunan pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Perikanan jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
4. Pariwisata jalur penyeberangan sehingga membentuk
5. Pertambangan Trans Maluku.
6. Industri.

3. | Seram Utara 1. Pertanian Fasilitas pelayanan publik tingkat kabupaten,
2. Kehutanan pelabuhan regional, jaringan jalan darat.
3. Perkebunan
4. Perikanan
5. Pariwisata

4, | Seram Timur 1. Pertanian Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Kehutanan pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Perkebunan bandara, jaringan jalan darat yang
4. Perikanan terintegrasi dengan jalur penyeberangan
5. Pariwisata sehingga membentuk Trans Maluku.
6. Pertambangan.

5. | Seram Selatan 1. Pertanian Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Kehutanan pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Perkebunan jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
4. Perikanan jalur penyeberangan sehingga membentuk
5. Pariwisata. Trans Maluku.

6. Kepulauan Banda 1. Perikanan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,

dan TNS 2. Pariwisata pelabuhan regional dan penyeberangan,

3. Perkebunan bandara.

7. | Ambon dan PP 1. Pertanian Fasilitas pelayanan publik tingkat nasional

Lease 2. Kehutanan dan provinsi, pelabuhan nasional dan

3. Perkebunan penyeberangan, bandara pusat penyebaran
4. Perikanan tersier, jaringan jalan darat yang terintegrasi
5. Pariwisata dengan jalur penyeberangan sehingga
6. Pendidikan membentuk Trans Maluku.
7. Pemerintahan.
8. Jasa

8. Kepulauan Kei 1. Perikanan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Pertanian pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Kehutanan jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
4. Perkebunan jalur penyeberangan sehingga membentuk
5. Industri Trans Maluku.
6. Pariwisata
7. Pendidikan.




Fungsi dan Prioritas
No Gugus Pulau Rencana Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan
9. Kepulauan Aru 1. Perikanan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Pertanian pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Kehutanan jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
4. Perkebunan jalur penyeberangan sehingga membentuk
5. Industri Trans Maluku.
6. Pertahanan
10. | Pulau tanimbar 1. Perikanan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Pertanian pelabuhan nasional dan penyeberangan,
3. Kehutanan bandara pusat penyebaran tersier, jaringan
4. Perkebunan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
5. Industri penyeberangan sehingga membentuk Trans
6. Pertambangan Maluku.
11. | Kepulauan Babar 1. Pertambangan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
2. Perikanan pelabuhan regional dan penyeberangan,
3. Peternakan jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan
4. Pariwisata jalur penyeberangan sehingga membentuk
5. Pertahanan Trans Maluku.

12. | Kepulauan Perikanan Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi,
PP Terselatan dan Pariwisata pelabuhan regional dan penyeberangan,
Wetar Pertahanan bandara, jaringan jalan darat yang

terintegrasi dengan jalur penyeberangan
sehingga membentuk Trans Maluku.

Sejalan dengan visi diatas, dijabarkan pula misi-misi pembangunan guna
mendukung pencapaian visi tersebut. Senada dengan tugas dan fungsi yang
diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku,
terdapat pertalion dengan misi pembangunan daerah Maluku yang telah
disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu

“pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur

dan konektivitas gugus pulau”pada misi 3 dan 4.

3.3. Telaahan terhadap RTRWN dan RTRW Provinsi Maluku

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai
londasan normatif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk
mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
berdasarkan wawasan nusantara dan ketahan nasional. Penataan ruang adalah
suatu sistem yang melingkupi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.



Perencanaan tata ruang dilakukan menghasilkan rencana umum tata ruang
dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang yang disusun secara
berjenjang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, sampai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
Renacana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana rinci tata ruang terdiri atas rencana
tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang Kawasan strategis nasional,
rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang

kabupaten/kota serta rencana tata ruang Kawasan strategis kabupaten/kota.

Penetapan Kawasan Andalan mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang
RTRWN yang kemudian direvisi kembali melalui penetapan PP Nomor 13 Tahun 2017
tentang Revisi RTRWN, hanya terdapat beberapa perubahan terkait validasi dan
pemuktahiran sub sektor dari sektor yang diunggulkan dibeberapa wilayah termasuk
di Provinsi Maluku. Dalam hal penetapan kawasan andalan tersebut, Provinsi Maluku
masih terdiri atas 5 kawasan yang diandalkan berdasarkan  sektor-sektor

unggulannya, yaitu :

—_

Kawasan Seram;
Kawasan Kei-Aru-P.Wetar-P.Tanimbar;
Kawasan Pulau Buru;

Kawasan Laut Banda dan sekitarnya;

o &~ DN

Kawasan Laut Arafuru dan sekitarnya.

Masing-masing kawasan mempunyai sektor yang diunggulkan, dan akan
dijabarkan lebih mendetail sub sektor dari sektor yang diunggulkan sebagai berikut :

TABEL 3.3
KAWASAN ANDALAN NASIONAL DI PROVINSI MALUKU
BERDASARKAN RTRWN

No KAWASAN ANDALAN SEKTOR UNGGULAN SUB SEKTOR UNGGULAN
1. Kawasan Seram
1. (lI/A/2) 1. pertanian 1. tanaman pangan
2. (II/H/2) 2. kehutanan 2. bambu, sagu, minyak atsiri,
3. (Il/B/2) 3. perkebunan kayu
4. (I/F/2) 4. perikanan 3. kelapa, pala, cengkeh,
5. (I/E/2) 5. pariwisata kakao, dan coklat

4. perikanan tangkap serta
lebih kepada perikanan
budidaya air payau

5. wisata bahari dan wisata

alam,




No KAWASAN ANDALAN SEKTOR UNGGULAN SUB SEKTOR UNGGULAN
2. Kawasan Kei-Aru- P. Wetar-
P.Tanimbar
1. (I/F/2) 1. perikanan perikanan tangkap
2. (l/H/2) 2. kehutanan minyak kayu putih dan
3. (1/B/2) 3. perkebunan minyak atsiri
4. (1I/D/2) 4. industri kelapa, kakao, dan cengkeh
5. (1/D/2) 5. Minyak dan Gas Bumi industri pengolahan hasil
hutan dan hasil laut
pengeboran minyak dan gas
bumi lepas pantai
3. Kawasan Buru
1. (Iv/B/2) 1. perkebunan Perkebunan cengkeh dan
2. (I/F/2) 2. perikanan pala
3. (lN/A/2) 3. pertanian budidaya air payau
4. (II/E/2) 4. pariwisata kelapa, kakao, cengkeh,
jambu mete, kopi, pala dan
vanili)
wisata bahari, wisata alam
dan wisata sejarah
4. Kawasan Andalan Laut Banda
dan sekitarnya
1. (I/F/2) perikanan perikanan tangkap
2. (lm/c/2) pertambangan Pertambangan Mangan dan
3. (I/E/2) pariwisata nikel
wisata sejarah, wisata
bahari, wisata alam dan
wisata budaya.
5. Kawasan Andalan Laut Arafuru
dan sekitarnya
1. (I/F/2) 1. perikanan laut perikanan tangkap
2. (lm/c/2) 2. pertambangan Pertambangan Minyak bumi
3. (N/E/2) 3. pariwisata di Marsela
4 4. Minyak dan Gas Bumi wisata bahari, wisata alam
dan wisata budaya.
pengeboran minyak dan gas
bumi lepas pantai
Sumber : RTRWN dan hasil analisa
TABEL 3. 4

KAWASAN ANDALAN PROVINSI DI PROVINSI MALUKU

No Gugus Pulau Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan

1. |Buru 1. Perkebunan Pertanian tanaman pangan (Padi Sawah
2. Perikanan dan cengkeh)
3. Pertanian Perkebunan pohon kayu putih, kakao
4. Peternakan dan kelapa
5. Pariwisata Perkebunan buah
6. Kehutanan.




No Gugus Pulau Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan
2 |Seram Barat 1. Pertanian 1. Pertanian Tanaman pangan (Padi Sawah)
2. Perkebunan 2. Pertambangan nikel
3. Perikanan 3. Perikanan budidaya
4. Pariwisata 4. Perkebunan pohon kayu putih
5. Pertambangan 5. Perkebunan buah
6. Industri.
3. |Seram Utara 1. Pertanian 1. Pertanian Tanaman Pangan (Padi Sawah)
2. Kehutanan 2. Perikanan budidaya
3. Perkebunan 3. Perkebunan pohon kayu putih
4. Perikanan. 4. Perkebunan buah
4. |Seram Timur 1. Pertanian 1. Pertanian Tanaman pangan
2. Kehutanan 2. Minyak Bumi
3. Perkebunan 3. Perkebunan pohon kayu putih
4. Perikanan 4. Perkebunan buah
5. Pariwisata
6. Pertambangan.
5. |Seram Selatan 1. Pertanian Pertanian tanaman pangan
2. Kehutanan 2. Perkebunan pohon kayu putih
3. Perkebunan 3. Perkebunan buah
4. Perikanan
5. Pariwisata.
6. |Kepulauan Banda dan 1. Perikanan 1. Perkebunan Pala dan cengkeh
TNS 2. Pariwisata 2. Pariwisata Bahari dan Sejarah
3. Perkebunan 3. Perikanan tangkap
7. | Ambon dan PP 1. Pertanian 1. Pertanian tanaman pangan
Lease 2. Kehutanan 2. Perikanan Budidaya
3. Perkebunan 3. Pariwisata Bahari dan Sejarah
4. Perikanan 4. Perkebunan Pala, Cengkeh
5. Pariwisata 5. Jasa
6. Pendidikan 6. Pendidikan
7. Pemerintahan.
8. | Kepulauan Kei 1. Perikanan 1. Perikanan tangkap
2. Pertanian 2. Pertanian tanaman pangan
3. Kehutanan 3. Industry kelautan
4. Perkebunan 4. Pariwisata Bahari
5. Industri
6. Pariwisata
7. Pendidikan.
9. |Kepulauan Aru 1. Perikanan Perikanan Tangkap/Budidaya
2. Pertanian Pertanian tanaman pangan
3. Kehutanan Industri Kelautan
4. Perkebunan
5. Industri
10. | Pulau Tanimbar 1. Pertambangan 1. Pertanian Tanaman Pangan (Padi ladang)
2. Perikanan 2. perikanan tangkap/Budidaya
3. Pertanian Industri Kelautan
4. Kehutanan
5. Perkebunan
6. Industri




RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU

No Gugus Pulau Sektor Unggulan Sub Sektor Unggulan
7. Pendidikan
11. | Kepulauan Babar dan 1. Pertambangan 1. Pertanian Tanaman Pangan (Padi Ladang)
Kepulauan Lemola 2. Perikanan 2. Pertambangan nikel
3. Peternakan 3. Perkebunan kacang mente
4. Pariwisata 4. Industri Kelautan
5. Pertahanan
12. | Kepulauan PP | 1. Perikanan 1. Pertanian Tanaman pangan (padi ladang)
Terselatan dan Wetar 2. Pariwisata 2. Perikanan tangkap
3. Pertahanan 3. Industri Kelautan

Sumber : Hasil analisis

Sedangkan Untuk memantapkan sistem kota-kota di Provinsi Maluku sesuai
yang
direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka perlu rencana

dengan masing-masing hierarki dalam RTRWN maupun RPJP  Provinsi

fungsi untuk masing-masing kota yang berada di Provinsi Maluku sampai dengan akhir

tahun perencanaan (tahun 2033) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3. 5
RENCANA FUNGSI KOTA-KOTA SE-PROVINSI MALUKU

Teluk Bara; Elfule;
1 B h - - ’ ’
uru Namlea Waetanat
2 | Buru Selatan - LCEEIRIMECE ) - - Leksula
Namrole
., Kairatu; .
Seram Bagian Piru (Dataran
3 Barat i Dataran ) Honipopu) i
Honipopu pop
Seram Bagian Werinama; Dataran
4 . & - Bula; Dataran - . Kataloka
Timur . Hunimua
Hunimua
Amahai; Tehoru;
5 | Maluku Tengah - Masohi; Wahai - Banda Neira manal; Tenoru;
Saparua; Tulehu
6 | Ambon Ambon - - - -
7 | Tual - Tual - - -
8 | Maluku Tenggara - Langgur - - -
9 | Kep. Aru - - Dobo Benjina Jerol
10 | Kep. Tinambar - - Saumlaki - Larat
Tiakur; . Tepa;
11 | Maluku Barat Daya - Wonreli llwaki Serwaru Lelang

Sumber : RTRWN dan RTRW PROVINSI MALUKU



Berdasarkan tabel di atas, maka kota-kota yang diarahkan menjadi pusat
permukiman skala provinsi perlu dialokasikan pengembangan sarana dan prasarana
perkotaan yang menunjang fungsi tersebut dan pengembangan fasilitas dengan
jenis dan skala pelayanan tingkat provinsi yang mampu melayani kebutuhan
kegiatan fungsional sosial ekonomi penduduk di Provinsi Maluku.

Kawasan strategis provinsi di Provinsi Maluku adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan ini perlu
diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta  memerlukan dukungan
penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana. Untuk menyusun rencana bagi
pengembangannya, terlebih dahulu perlu diidentifikasi kawasan strategis provinsi
tersebut.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung
kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

(1). Tata ruang di wilayah sekitarnya;

(2). Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;
dan/atau

(3). Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain adalah :

(1). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat;

(2). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

(3). Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

(4). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi;

(5). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.

Berdasarkan hasil analisis, Provinsi Maluku mempunyai beberapa kawasan
strategis yang diprioritaskan  (karena keberadaan atau unfuk mendukung
pengembangan sektor yang diprioritaskan) didasarkan  pada beberapa
pertimbangan, antara lain yaitu :

(1). Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai

pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (provinsi bahkan nasional);

(2). Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan itu akan membutuhkan

lahan dalam skala besar;



(3).
(4).

(5).

(6).

(7).

Pengembangannya mempunyai prospek ekonomi yang cerah;
Pengembangannya dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya
yang miskin dan terbelakang;

Pengembangannya dapat mengurangi permasalahan di wilayah
sekitarnya;

Sektor yang akan diakomodasikan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup
provinsi/nasional;

Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang

cukup finggi.

Selain didasarkan pada keberadaan sektor-sektor strategis yang perlu

dikembangkan, penentuan kawasan strategis ini juga didasarkan pada tingkat

kepentingan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya

yang telah ditetapkan. Kawasan dengan fungsi lindung merupakan kawasan yang

diprioritaskan penggunaannya untuk kawasan lindung, sedang penggunaan untuk

kawasan budidaya ditentukan jika kawasan lindung telah ditetapkan.

Kawasan strategis di Provinsi Maluku yang perlu diprioritaskan pengembangan

dan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam

kurun waktu rencana adalah :

(1).

(2).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan:
Kawasan Khusus Pertahanan Keamanan Kepulauan Aru, Kepulauan
Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Leti, Moa, Lakor, Pulau Kisar, Pulau
Wetar dan Pulau Lirang. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan
wilayah provinsi lain dan negara tetangga, maka pengembangan kawasan
ini diarahkan untuk tujuan pertahanan keamanan. Selain itu kepulauan ini
juga mempunyai potensi pariwisata (dengan objek wisata taman laut dan
afraksi sejarah/budaya). Pengembangan Kepulauan Aru, Kepulauan
Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Leti, Moa, Lakor, Pulau Kisar, Pulau
Wetar dan Pulau Lirang, ini diarahkan pada :
(a).Pengembangan kawasan ekplorasi pertambangan;
(b).Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
(c).Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan
untuk meningkatkan aksesibilitasnya ke wilayah lain;
(d).Pengembangan pariwisata bahari.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan perfumbuhan ekonomi;

(a). Kawasan Pulau Buru (GP 1);



RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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(b). Kawasan Seram Barat (GP 2);
(c). Kawasan Seram Utara (GP 3);
(d). Kawasan Seram Timur (GP 4);
(e). Kawasan Bula (GP 4);
(f). Kawasan Seram Selatan (GP 5);
(9). Zona industri Seram Selatan (GP 5);
(h). Kota Ambon (GP 7);
(). Kawasan Ambon-Natsepa-Tulehu-Liang(GP 7);
(i). Kepulauan Kei (GP 8);
(k). Kawasan Benjina (GP 9)
(I). KepulauanTanimbar (GP 10).
(3). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
(a). Kawasan Buru (GP 1);
(b). Kawasan Bula (GP 4);
(c). Teluk Ambon (GP 7).
Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Provinsi Maluku dapat dilihat

pada gambar peta berikut ini :
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GAMBAR 3.2
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU

Secara normativ, rencana tata ruang dapat dilakukan pemutakhiran melalui

kegiatan Peninjouan Kembali (PK).Kegiatan ini dimaksudkan guna menjaga



kesesuaian RTRW dengan kondisi empiris dan dinamika perubahan yang terjadi
dalam rentang waktu tersebut. Peninjouan kembali rencana tata ruang dapat
dilakukan 1 (satu) kali dalam periode masa 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial
negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peninjouan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi
berupa rencana tata ruang yang dapat tetap berloku susuai dengan masa
berlakunya, serta rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.Pelaksanaan penijauan
kembali rencana tata ruang diatur di dalam Peraturan Menteri ATR Nomor é Tahun
2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan dengan beberapa tahapan,
yaitu penetapan pelaksanaan peninjauan kembali, pelaksanaan peninjauan kembali
dan perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali.Keseluruhan
tahapan tersebut harus dilakukan dalam waktu 1 tahun terhitung sejak diterbitkannya
keputusan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali. Keputusan Pelaksanaan
Peninjouan Kembali diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk
peninjauan kembali RTRW Nasional, Gubernur untuk peninjauan kembali RTRW Provinsi
dan Bupati/Walikota untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu,
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota juga menetapkan Tim Pelaksana untuk
melakukan peninjouan kembali.Anggota Tim Pelaksana berasal dari  unsur
pemerintahan di bidang tata ruang, akademisi dan lembaga peneliti.

Pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan melalui pengkajian, evaluasi dan

penilaian.Pengkajian dilakukan untuk melihat peloksanaan tata ruang terhadap
kebutuhan pembangunan. Tim Pelaksana akan melakukan pengkajion melalui
pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan matriks kesesuaian. Tim
Pelaksana akan melihat kondisi aktual pembangunan sebagai pertimbangan sumber
pengkajian. Setelah Tim Pelaksana memperoleh hasil dalam tahap pengkajian, Tim
Pelaksana akan melakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai
acuan dalam pembangunan dengan memperhatikan kualitas RTRW, kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Selanjutnya, hasil evaluasi akan digunakan dalam menentukan rumusan rekomendasi
hasil pelaksanaan yang dilakukan baik dengan metode kuantitatif maupun metode

kualitatif, untuk menghasilkan tingkat kualitas RTRW, tingkat kesesuaian dengan



peraturan  perundang-undangan, dan  tingkat  kesesuaian  pelaksanaan
pemanfaatan ruang.

Perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan ditetapkan dalom keputusan
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan berisikan hasil berupa tidak perlu
dilakukan revisi terhadap RTRW, jika hasil penilaian peninjauan kembali dinyatakan
baik, atau perlu dilakukan revisi terhadap RTRW, jika hasil penilaian dinyatakan buruk.
Jika Keputusan Rekomendasi dinyatakan baik, maka RTRW tetap berlaku sesuai
dengan jangka waktunya, tetapi apabila Keputusan Rekomendasi dinyatakan buruk,
maka akan dimuat catatat untuk keperluan revisi.

Setelah Keputusan Rekomendasi diterbitkan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menindaklanjuti Keputusan Rekomendasi dengan menyusun dokumen
rencana perubahan RTRW. Hasil perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW
ditindakanjuti melalui perubahan peraturan perundang-undangan, jika muatan
rencana perubahan kurang dari 20%, atau pencabutan peraturan perundang-
undangan, jika muatan rencana perubahan lebih dari 20%.

Apabila revisi RTRW dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-
undangan, jangka waktu RTRW tidak berubah.Namun, apabila revisi RTRW dilakukan
dengan pencabutan peraturan perundang-undangan, maka jangka waktu RTRW
hasil revisi adalah 20 tahun sejak diundangkan.

Dari hasil penilaian disajikan dalam matriks penilaian Peninjauan Kembali (PK) di
dalam dokumen PK yang telah disusun oleh Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, dapat diketahui  hasilnya bahwa
muatan yang terkandung dalam dokumen RTRW Provinsi Maluku secara komprehensif
masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dari segi
kualitas muatannya walaupun sudah lengkap, akan tetapi perlu dilakukan update
(revisi) terhadap muatan (konten) dokumen tersebut. Memperhatikan adanya
dinamika perubahan baik dari aspek kondisi empiris lingkungan maupun kebijakan-
kebijakan strategis pembangunan, maka dibutuhkan evaluasi secara berkala dalam
upaya kontrol dan pendampingan dalam proses pembangunan. Sehingga
didapatkan formulasi dokumen perencanaan wilayah Provinsi Maluku yang sesuai
dengan kondisi riil terkini, guna mendukung terwujudnya pembangunan Provinsi
Maluku yang sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan

dengan tentunya berpedomankan kepada dokumen RTRW Provinsi Maluku.



3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) Provinsi Maluku berkaitan

dengan Pelayanan Tupoksi Dinas PUPR Provinsi Maluku

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 (Pasal 15, ayat 3)
KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;

2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,
dan/atau  program yang mengintegrasikan  prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ketiga mekanisme utama di atas perlu didukung dengan
beberapa kegiatan atau langkah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
merancang proses KLHS, agar proses dan hasil KLHS dapat benar-benar efektif dan
efisien sesuai dengan tujuan KLHS.

Kajion Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau Kebijokan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting
karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program. Apabila prinsip — prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan
maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjong Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah
daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan
prinsip berkelanjutan. Hal ini fentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun



2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
atau dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDG’s) yang
mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah
Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah
(RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam
periode waktu tertentu.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak bisa berjalan dengan
mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Identifikasi
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia yang secara spasial
disusun pada skala 1 : 1.000.000 dan 1.250.000 dan diukur dengan pendekatan jasa
ekosistem (ecosystem service). Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin
tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem
pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan factor endogen dan dinamika faktor
eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ecoregion dan
penutup lahan (landcover/landuse) sebagai penaksir atau proxy . Dengan demikian
terdapat empat konsep penting dalom penyusunan daya dukung lingkungan.
Beberapa batasan konsep diantaranya adalah:

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya.

2. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau

dimasukkan ke dalamnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah
pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu
pembangunan yang fidak ada dalom MDGs) maupun kuantitatif menargetkan
penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaranya. SDGs juga bersifat
universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara
maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi
penuh terhnadap pembangunan, sehingga masing masing negara memiliki peran dan
tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Pelaksanaan SDGs/TPB di Indonesia SDGs merupakan inisiatif global yang
bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek
sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya,

disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidoak dapat menampikkan adanya



implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional
pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif
sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat
krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan  pada
pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial,
dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik
dan prioritas tiap-tiap negara.

Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan
(provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa
pendukung (supporting) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada
23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groots, 2002): a. Jasa penyediaan: (1)
bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4)
materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias. b. Jasa Pengaturan: (7)
Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (?) Pencegahan gangguan, (10)
Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan,
(14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah. c. Budaya: (16) Estetika, (17)
Rekreasi, (18) Warisan dan indentitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21)
Pendidikan. d. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma
nutfah.

Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Maluku ini,
perhitungan nilai DDDTLH berbasis jasa ekosistem lebih ditekankan pada jasa
ekosistem:

Penyediaan Pangan,
Penyediaan Air Bersih,
Penyediaan Serat,
Pengaturan Iklim,

Pengaturan Tata Aliran Air dan Banijir,
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Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam,

Pengaturan Pemurnian Air,
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Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara,

Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan,
j.  Pendukung Siklus Hara,
k. Pendukung Produksi Primer,

|.  Pendukung Biodversity.



Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar
sebagai berikut:

1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain,
dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan
pendukung).

2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang

masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Salah satu hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
berbasis jasa ekosistem adalah menghasilkan nilai indeks. Nilai ini merupakan
representasi dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis jasa ekosistem pada suatu wilayah.
Dari analisis ferhadap beberapa aspek jasa ekosistem tersebut, didapatkan hasil
bahwa untuk aspek Penyediaan Pangan dikategorikan "Buruk”,dan untuk aspek
Pengaturan Iklim dikategorikan "Sangat Baik”. Sedangkan untuk aspek lainnya
berpredikat "Baik”.

Terkait dengan Kajion Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi
terhadap perhitungan nilai DDDTLH berbasis jasa ekosistem yang telah dilakukan
tersebut. Terdapat beberapa aspek penilaian yang memiliki hubungan erat dengan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku yang berkaitan dengan prinsip pelaksananaan SDGs/TPB yaitu
diantaranya pelayanan penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi layak,
pengentasan wilayah kumuh, pembangunan sarana-prasarana jalan, dan
pembangunan jaringan irigasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka Dinas PUPR Provinsi Maluku sebagai
stakeholder yang mengurusi pelayanan dalam urusan pekerjoan umum dan
penataan ruang, melihat adanya tanggungjawab dan potensi yang besar dalam
upaya pengembangan dan pembangunan wilayah Provinsi Maluku kedepannya.
Tentunya dengan memperbaiki kinerja pelayanan yang belum opfimal dan
meningkatkan kinerja kearah efektif dan efisien, dan tidak lupa memegang prinsip
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's).
Dinas PUPR Provinsi Maluku juga perlu adaptif dan tanggap dalom mengatasi

ancaman kerusakan lingkungan hidup, kebencanaan, dan perubahan ilkim ekstrim,



yang sudah tentu mengancam keberlanjutan pembangunan Maluku pada

umumnya dan hajat hidup Masyarakat Maluku pada khususnya.

3.5. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Rl yang berkaitan dengan

Pelayanan Tupoksi Dinas PUPR Provinsi Maluku

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan
Rencana Strategis masih menunggu RPJMN Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
dalam rangka menjalankan visi misi Tahun 2020-2024.oleh karenanya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan rancangan
awal melalui Badan pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Beberapa isu
strategis nasional bidang sarana-prasarana yang dianalisis oleh BPIW antara lain :

1. Pelayanan dasar yang belum memadai yang dilihat dari :

akses perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau;

e pengelolaan, air tanah, air baku, serta air minum aman dan berkelanjutan;

e akses sanitasi aman;

e penanganan terpadu keselamatan transportasi;

e ketahanan kebencanaan infrastruktur;

2. Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi belum optimal yang dilihat
dari:

- Konektivitas  yaitu terkait pengembangan keterpaduan  konektivitas
antarmoda dan multimoda berbasis pengembangan wilayah (demand),
dengan penguatan simpul perpindahan antarmoda yang efisien dan
terintegrasi;

- waduk multipurpose dan modernisasi irigasi yaitu terkait konservasi sumber
daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan
penerapan modernisasi irigasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air
irgasi.

3. Infrastruktur perkotaan (smart city) belum memadai dilihat dari :

- terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan
kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah
bagi masyarakat.

4, Energi ketenagalistrikan dan TIK belum memadai dilihat dari :
- pemerataan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkualitas dan

berkelanjutan;



keandalan penyediaan pasokan energi dan listrik;

penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan (termasuk
penyiapan pemafaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik);
menyelenggarakan pelayanan TIK yang efisien dan modern guna tercpitanya
masyarakat informasi Indonesia;

membangun jaringan TIK yang andal bagi seluruh masyarakat dan

menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Rancangan awal visi Kementerian Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERDAYA SAING, MERATA DAN BERKEADILAN

SERTA BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT”

Rancangan Misi Kementerian Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat :

a.

Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan meningkatkan
kapasitas pada bangunan penampung air (bendung/waduk) multipurpose,
pengembangan jaringan irigasi modern, meningkatkan kapasitas air baku
dan mempertahankan ketersedian air sepanjang waktu.

Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan sebagai infrastruktur
konektivitas yang terintegrasi bagi pengembangan pusat pertumbuhan dan
sekfor ekonomi unggulan daerah;

Meningkatkan kualitas permukiman dan mengembangkan infrastruktur
perkotaan menuju terwujudnya smart living;

Memperluas akses perumahan layak yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana dan ufilitas perumahan.

Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan jasa konstruksi,
menguatkan regulasi serta memberdayakan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi;

Mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan berbagi
elemen masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan
infrastruktur;

Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan
kawasan ekonomi yang disertai dengan pengausutamaan infrastruktur hijau
dan infrastruktur tangguh bencana.

Meningkatkan peran litbang dan kemampuan iptek yang makin maju yang
dapat berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur yang efisien dan memiliki

produktivitas yang finggi.



Meningkatkan kualitas pengembangan dan pembinaan SDM Aparatur.
Meningkatkan tfransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pembangunan infrastuktur.

Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

kerangka reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Rancangan Awal Tujuan Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024 :

a.

Mewujudkan kemantapan infrastruktur PUPR guna menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirion ekonomi yang
kompetitif (Meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber-sumber air;
Meningkatkan kapasitas air baku dan kapasitas tampung; Meningkatkan
upaya konservasi sumber daya air)

Mewujudkan kemantapan infrastruktur PUPR untuk konektivitas nasional guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional
untuk pengurangan disparitas dan penguatan daya saing bangsa di lingkup
global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
(Meningkatkan dukungan konektivitas bagi pengurangan disparitas;
Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing)
Memantapkan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam
rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia untuk semua lapisan
masyarakat  (Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur  dasar
permukiman dan perumahan; Meningkatkan kualitas dan cakupan
pelayanan infrstruktur permukiman; Meningkatkan penyediaan dan
pembiayaan perumahan)

Mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran
yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah,
terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan  dalam  kerangka NKRI  (Meningkatkan  keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor, dan antartingkat
pemerintahan; Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan penganggaran; Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas
konstruksi nasional)

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang

meliputi SDM, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta



penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Rekomendasi arahan kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur PUPR

2020-2024 :
KEBIJAKAN 1:

Pembangunan infrastruktur SDA yang lebih modern serta mengoptimalkan

pengelolaan infrastruktur SDA terbangun yang mampu menopang ketersediaan air

secara berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko bencana akibat daya rusak air.

Dengan Strategi :

a. Pembangun bangunan penampung air berupa bendungan, waduk dan
embung dengan prioritas pada bangunan yang berfungsi serbaguna
(multipurpose);

b. Pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air berupa sarana
prasarana pengendali banjir; pengendali sedimen dan lahar serta
pengaman pantai pada daerah dengan risiko bencana tinggi.

c. Pengelolaan system irigasi yang lebih modern dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat dan memperluas jaringan irigasi yang terairi dari waduk;

d. Optimalisasi konvervasi dan pemanfaatan sumber air baku terbangun untuk
akselerasi penyediaan air baku dan mengurangi idle capacity;

e. Penataan dan peningkatan kinerja kelembagaan dan pengelolaan SDA.

KEBIJAKAN 2:

Pengembangan dan pengelolaan jaringan jalan nasional dan jalan bebas

hambatan untuk memperkuat keterkaitan pengembangan wilayah. Dengan strategi

Pembangunan jalan nasional dan jalan bebas hambatan dengan prioritas
pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan baru;
Optimalisasi preservasi jalan nasional untuk mempertahankan kemantapan
jalan nasional bagi kelancaran arus logistik;

Memperkuat fasilitasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan
daerah.

Memperkuat sistem pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan
nasional serta sistem pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan jalan

nasional



KEBIJAKAN 3:

Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan
system pengelolaan dan pemanfaatan yang parstisipatif dan berkelanjutan. Dengan
strategi :

a. Peningkatan penyediaan air minum aman yang terjangkau, berkelanjutan
dan semakin merata;

b. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah domestik yang
berkelanjutan;

c. Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada penanganan dan
menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan;

d. Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung dan lingkungan

dengan prioritas pada kawasan perkotaan.

KEBIJAKAN 4:
Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan.
Dengan strategi :

a. Peningkatan fasilitasi penyediaan rumah susun yang layak huni dan
dilengkapi dengan PSU;

b. Peningkatan fasilitasi penyediaan rumah khusus yang layak huni dan
dilengkapi dengan PSU;

c. Peningkatan pemberdayaan dalam penyediaan perumahan swadaya dan
bantuan stimulan untuk Pb dan PK yang dilengkapi dengan PSU;

d. Peningkatan fasilitiasi bagi terciptanya efisiensi dalam industri perumahan
dan iklim usaha yang kondusif dalam penyediaan rumah umum dan
pengendalian rumah komersial.

KEBIJAKAN 5:
Peningkatan penyelenggaraan dan hasil pembangunan  konstruksi  yang
berkualitas, aman dan berkeselamatan. Dengan Strategi :

a. Peningkatan ketertiban pengadaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi
berbasis e-procurement secara menyeluruh.

b. Memperkuat struktur dan peran lembaga masyarakat jasa konstruksi.

c. Pengembangan system informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang
terintegrasi.

d. Peningkatan ketersediaan SDM tenaga kerja konstruksi yang kompeten.

e. Penerapan system keamanan, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan

konstruksi pada setiap penyelenggaraan jasa konstruksi



f.

Memperkuat kelembagaan balai jasa konstruksi.

KEBIJAKAN 6é:

Peningkatan peran dan konstribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta

pemangku kepentingan lainnya dalom mewujudkan system dan alternative

pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif

dan berkelanjutan. Dengan strategi :

a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk fasilitasi pembiayaan
pembangunan infrastruktur.

b. Pengembangan skema dan perluasan akses pembiayaan pembangunan
infrastruktur.

c. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalom pembiayaan
pembangunan infrastruktur.

d. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian bagi
pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

KEBIJAKAN 7:

Keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman, penganggaran, dan

pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah pada Kawasan/wilayah yang

menjadi prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan

nasional. Dengan strategi :

a. Perencanaan pembangunan infratruktur untuk peningkatan pelayanan
dasar, mendukung sector unggulan dan infrastruktur perkotaan yang
terintegrasi dengan pengembangan Kawasan.

b. Peningkatan peran strakeholders dalam implementasi perencanaan
pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan
Kawasan.

KEBIJAKAN 8:

Pengembangan inovasi teknologi dan mutu pelayanan litbang bidang

pekerjaan umum dan perumahan. Dengan Strategi :

a.

Pengembangan kelembagaan litbang menjadi Knowledge Institute dan
memperkuat peran dalam menghadapi era new wave pada revolusi industri
4.0.

Peningkatan implementasi service science yang berorientasi pada

pelanggan (costumer oriented).



c. Pengembangan Knowledge Management System-Value Co-Creation
Process dan Value Orchestration Platform.
d. Penyelenggaraan inkubasi hasil litbang sebagai wahana pemanfaatan dan

penerapan hasil litbang.

KEBIJAKAN 9:
Pengembangan sistem diklat untuk mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara
yang Profesional. Dengan Strategi :
a. Mengembangkan diklat menjadi learning governance disertai dengan
transformasi ke knowledge management yang berkelanjutan.
b. Memperkuat komptensi SDM Aparatur melalui sertifikasi profesi, penguatan
budaya integritas, penguatan talent management, dan pengelolaan posisi

kunci.

KEBIJAKAN 10:
Peningkatan efektifitas  system pengendalian dan pengawasan
penyelenggaraan pembangunan. Dengan Strategi :
a. Peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan pengawasan internal;
b. Peningkatan kualitas penerapan system pengendalian internal pemerintah
(SPIP);
c. Peningkatan efekfifitas penerapan zona integritas dan wilayah birokrasi bersih

di lingkungan Kementerian PUPR.

KEBIJAKAN 11:

Pembangunan kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan
sinergis yang diiringi dengan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik. Dengan Strategi :

a. Meningkatan kudalitas pelayanan perencanaan dan penggaran dengan
penerapan e-planning, e-budgeting, dan e-reporting untuk menciptakan
efisiensi dan menjamin tfransparansi perencanaan dan penganggaran.

b. Penerapan manajemen ASN yang fransparan dan berbasis kinerja yang
didukung oleh sistem remunerasi yang lebih adil dan kompetitif serta
membangun tata laksana yang lebih efektif dan efisien.

c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan untuk memenuhi hasil penilaian
WTP.

d. Meningkatkan kenyamanan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi

(smart office).



e. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan
perundangan serta pemberian bantuan hukum.

f. Peningkatan kualitas dan efektifitas dalam pengelolaan, pemanfaatan dan
penertiban BMN.

g. Peningkatan dan perluasan pelayanan informasil public yang semakin
inovatif, trnsparan, akurat, cepat dan up to date.

h.  Peningkatan kinerja pengelolaan dan penyediaan data dan informasi melalui
pengembangan system informasi dan integrasi data penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur.

Dari Visi Misi serta Arah kebijakan dan Strategi kementerian PUPR yang sudah
dijabarkan diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan
menjadikan hal ini sebagai acuan penyusunan Program yang mendukung prioritas
nasional sekaligus mengharapkan intervensi pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian PUPR untuk bisa memperhatikan kondisi infrastruktur yang masih belum
memadai utamanya di kawasan perbatasan serta daerah-daerah tertinggal karena
maluku secara nasional menempati peringkat 4 termiskin.

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku juga
mengharapkan kementerian PUPR dapat menyelesaikan Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Bendungan Way apu dan
Pembangunan 7 Ruas Trans Maluku, selain itu juga pemerintah provinsi Maluku sangat
mengharapkan pemerintah pusat bisa membuat Proyek Strategis Nasional yang baru
yang Kondisinya memang merupakan strategis nasional seperti KEK Kepulauan Banda
serta Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Kei sehingga
kementerian PUPR dapat melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Strategis

Nasional tersebut.

3.6. Isu-Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah secara umum yaitu rendahnya pembangunan
infrastruktur yang masih belum menjawab kebutuhan konektivitas daerah, belum
mendukung sektor irigasi secara optimal, belum memenuhi infrastruktur dasar
masyarakat yang berkelanjutan dan belum berkualitas.

Sedangkan rincian isu strategis per bidang di Dinas PU dan Penataan Ruang adalah

sebagai berikut :



A. Sumber Daya Air

1.

Perlunya Pengembangan & Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi & Rawa
Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan

Masih Kurangnya Penyediaan Sarana & Prasarana Air Baku Pada Daerah
Rawan Air Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Sehari — hari
Meningkatnya ancaman Banijir & Abrasi pada kawasan strategis

Kurang Optimalnya Layanan Jaringan Irigasi

Perlunya pembangunan infrastruktur SDA dalam mendukung Wilayah
Pengembangan Strategis dan Pencapaian SDG's

Adanya Perubahan Iklim Global

Tingkat Kerusakan DAS Makin Parah.

B. Bina Marga

1.

Mendukung Renstra Bina Marga 2019 - 2024 unftuk mendukung
kemantapan Jalan Nasional dan Jalan Daerah.

Mewujudkan Trans Maluku sebagai suatu model transportasi antar pulau
dengan inter/antar moda, sangat berpengaruh dalam mewujudkan
perftumbuhan ekonomi masyarakat pada daerah kepulauan dan
masyarakat Maluku secara umum

Menangani infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas-ruas Jalan Nasional
/ Strategi Naional dan Jalan Daerah yang rusak akibat dampak bencana
alam.

Mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) kawasan Ambon-
Masohi dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) terkait  infrastuktur
kebinamargaan guna mendukung kelancaran arus orang dan barang
antar/intra pusat-pusat produksi dengan outlet-outlet.

Mendukung percepatan infrastruktur jalan dan jembatan pada Kawasan
Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) khususnya yang
berkaitang dengan pengembangan sektor pariwisata seperti Kepulauan
Banda dan Kepulauan Kei, serta Pulau-pulau Tertinggal, Terluar dan

terdepan (3T) seperti Pulau Yamdena dan PP. Terselatan.

C. Cipta Karya

1.

Tingginya Kawasan Kumuh di Perkotaan, nelayan dan Permukiman

Tradisional serta kurangnya Sarana & Prasarana di Lingkungan Permukiman



Rendahnya akses prasarana permukiman pada kawasan - kawasan
Potensial Ekonomi pada kawasan Pariwisata, Minapolitan, Agropolitan,
Desa Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Perbatasan dan Pp. Kecil terdepan
Terbatasnya SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada
daerah perkotaan dan perdesaan

Kurang Optimalnya kinerja PDAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan air minum pada daerah perkotaan

Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang air minum dan
sanitasi dalam rangka tercapainya target SDG's

Kuranganya Penyediaan infrastruktur Permukiman pada RSH, perdesaan,
PP. kecil dan Perbatasan Negara.

Mendukung percepatan infrastruktur kawasan dan permukiman pada
Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan
Kawasan Perbatasan negara khususnya yang berkaitan dengan
pengembangan sektor pariwisata seperti Kepulauan Banda dan
Kepulauan Kei, serta Pulau-pulau Tertinggal, Terluar dan terdepan (3T)
seperti Pulau Yamdena dan PP. Terselatan sebagai bagian dari etalase
negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Australia
dan Tmor Leste). Selain itu juga ikut mendukung percepatan
pembangunan infrastruktur pada kawasan potensial pertambangan di P.
Masela Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) kawasan Ambon-
Masohi dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) terkait infrastuktur kecipta-
karyaan guna mendukung kelancaran arus orang dan barang antar/intra

pusat-pusat produksi dengan outlet-outlet.

D. Penataan Ruang

1.
2.

Mewujudkan Rencana Tata Ruang Sebagai Acuan Pembangunan Daerah
Peningkatan pemanfaatan ruang dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pelaksanaan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Mendorong Terwujudnya Upaya Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di Provinsi Maluku

Percepatan Penyelesaian RTR KSN



10.
1.

12.

1152

Percepatan Penyelesaian RTR KSP khususnya yang berkaitang dengan
pengembangan sektor pariwisata dan daerah-daerah perbatasan seperti
Kepulauan Banda dan Kepulauan Kei, serta Pulau-pulau Tertinggal, Terluar
dan terdepan (3T) seperti Pulau Yamdena dan PP. Terselatan sebagai
bagian dari akselerasi pembangunan pada daerah etalase negara yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga (Australia dan Timor Leste).
Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan

Belum tersedianya dokumen perencanaan detail tata ruang

Masih rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang

Mendorong percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota se-Maluku
Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan
umum dan pembangunan oleh pemerintah yang dengan berdasarkan
prinsip “ganti untung”.

Penyelesainan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan (P4T) sesuai data terukur dan peraturan perundang-
undangan secara cepat.

Subsidi terkait penyediaan pendanaan terhadap proses legalisasi dokumen

pertanahan masyarakat oleh pemerintah.

E. Bintek Jakon

1.

Terbatasnya Pemahaman Tentang Undang-undang dan Peraturan-
Peraturan Terkait Jasa Konstruksi

Perlunya Persamaan Persepsi Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam
Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Jakons

Mendorong terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota se-Provinsi
Maluku

Terbatasnya pelaksanaan Bimtek pada Kab/Kota di Provinsi Maluku

Masih terbatasnya pelayanan pembinaan LPJK Provinsi dan Assosiasi

kepada Penyedia Jasa.



4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

Sebagai penjabaran atas Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provnsi Maluku 2019-

2024 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024, maka dapat dijabarkan

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Maluku yang berkaitan dengan Tugas dan

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1.

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan
Dari Tujuan dan Sasaran diatas maka bisa dirumuskan Tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan : Mengoptimalkan pngelolaan Pertanian secara berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Produktivitas
Pertanian

Tujuan : Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis
kepulauan

Dari Tujuan dan Sasaran diatas maka bisa dirumuskan Tujuan dan sasaran Dinas
sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Wilayah Pesisir dan DAS yang berkelanjutan
Sasaran : Mengurangi Resiko Bencana pada Wilayah permukiman dan Objek
Vital pada Wilayah Pesisir dan DAS

Tujuan : Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau
Sasaran : Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur
Dari Tujuan dan Sasaran diatas maka bisa dirumuskan Tujuan dan sasaran Dinas
sebagai berikut :

Tujuan : Mengoptimalkan implementasi pembangunan infrastruktur berbasis
gugus pulau dan Tata Ruang

Sasaran : Mewujudkan konekfivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur

dasar ke-PU-an yang berkualitas.



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

TABEL 4.1

TARGET KINERJA TUJUAN /

saing

N NDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE
5 TUJUAN SASARAN TUJUAN
[SASARAN 5020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Meningkatkan | Mewujudkann | Kemantapan
sarana dan ya Jalan Provinsi
prasarana konektivitas 50.1 | 52.3 | 54.6 — 50
wilayah wilayah dan 0 0 0
ketersediaan
infrastruktur
2 | Meningkatkan | Meningkatnya | Panjang DAS
ketahanan ketahanan dan Pesisir
lingkungan lingkungan Pantai
yang dan resiko terdampak 1200 | 1260 | 1323 | 1380 | 1450
berkelanjutan | bencana bencana 0 0 0 0 0
berbasis yang
kepulauan tertangani
(Meter)
3 | Mengoptimalk | Meningkatnya | Pengembang
an produktivitas | an
pengelolaan pertanian, infrastruktur
sumber daya perikanan dan | Irigasi dalam | 7894 | 8018 | 8140 | 8282 | 8442
alam secara kehutanan rangka
berkelanjutan perluasan
sawah
4 | Membangun Meningkatnya | SDM yang
sdm yang sumber daya | tersertifikasi
berkualitas manusia yang | Konstruksi 1668 | 1738 | 1812 | 1890 | 1970
dan berdaya berdaya saing | Tenaga Ahli

SUMBER : DINAS PUPR PROVINSI MALUKU 2019




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019 - 2024

yang berkaitan dengan Tugas Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku antara lain :

1.
2.

R

Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi

Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta
pengurangan resiko bencana

Revitalisasi model pembangunan berbasis gugus pulau

Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus
pulau secara terintegrasi

Regulasi pembangunan berbasis gugus pulau dan penguatan kelembagaan
implementasi gugus pulau

Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana prasarana wilayah
Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar
Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi/diklat/bimtek yang bermutu dan

tersertifikasi berbasis sektor unggulan daerah

Maka dapat dirumuskan strategi perangkat daerah yang merupakan turunan

atau penjabaran dari strategi diatas yaitu :

1.
2.

Pengembangan infrastruktur Irigasi dalam rangka perluasan sawah
Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta
pengurangan resiko bencana khususnya di wilayah pesisir dan Daerah Aliran
Sungai (DAS).

Pembangunan Jairngan Trans Maluku

Meningkatkan Pelayanan Dasar ke-PU-an (Air Minum, Limbah, Kawasan
Kumuh)

Mengembangkan SDM Jasa Konstruksi terutama untuk tenaga ahli



5.2. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan Provinsi Maluku dalam lingkup infrastruktur yaitu Pemantapan
infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata dan berkualitas. dari arah
kebijakan tersebut dapat dirumuskan arah kebijokan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku yaitu pemantapan infrastruktur ke-PU-an terutama
pelayanan dasar dan peningkatan konektifitas gugus pulau berbasis tata ruang yang

adil dan merata.

TABEL 5.1

TUJUAN ,SASARAN ,STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam

Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

MiISI 11l Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1.
Meningkatnya Pengembangan
Mengoptimalkan

produktivitas infrastruktur Pengembangan jaringan
pengelolaan

pertanian, Irigasi dalam Irigasi Pada Pulau Seram
sumber daya

perikanan dan rangka perluasan | dan Pulau Buru
alam secara

kehutanan sawah

berkelanjutan

Peningkatan

upaya mitigasi

Meningkatnya dan adaptasi

2. Meningkatkan | ketahanan dampak Pembangunan TaludlPanta

ketahanan lingkungan dan perubahan iklim '
dan Sungai pada kawasan

lingkungan yang | resiko bencana

serta .
. _ pemukiman
berkelanjutan berbasis pengurangan
kepulauan

resiko bencana
khususnya di

wilayah pesisir




dan Daerah Aliran

Sungai (DAS).

MiISI IV Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

implementasi
pembangunan
berbasis gugus

pulau

wilayah dan
ketersediaan

infrastruktur

Jairngan Trans

Maluku

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1.

Mewujudkan
Mengoptimalkan

konektivitas Pembangunan

Meningkatkan Kemantapan

jalan status provinsi

Meningkatkan
Pelayanan Dasar ke-
PU-an (Air Minum,
Limbah, Kawasan

Kumuh)

Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan pada 12 gugus
pulau dalam mencapai

Rodmap 100-0-100

MiISI VI Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan

sdm yang
berkualitas dan

berdaya saing

sumber daya
manusia yang

berdaya saing

SDM Jasa Konstruksi
terutama untuk

tenaga ahli

berprestasi
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mengfasilitasi dan
1. Membangun Meningkatnya | Mengembangkan Sertifikasi Ahli Teknik Jalan,

bendungan dan jembatan
sehingga menjadi tenaga
ahli pada bidang ilmunya

masing masing

SUMBER : DINAS PUPR PROVINSI MALUKU 2019




RENCANA PROGRAM

BAB VI
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka P Kondisi Kinerja pada akhir Perangk
Bidang Urusan " Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 periode RPJMD (2024) at
q Indikator
Pemerintahan et Awal Satua Daerah
No A Kinerja Program
dan Program Prioritas (outcome) RPIMD n T Rp. (000 T Rp. (000 T Rp. (000 T Rp. (000 T Rp. (000 T Rp. (000 Penangg
pembansinan (Tahun arget p. (000) arget p. (000) arget p. (000) arget p. (000) arget p. (000) arget p. (000) e
2018) Jawab
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
3 Pekerjaan Umum dan
P Ruang 412.914.585 340.978.019 505.149.992 548.352.423 574.095.544 664.833.671
Program Pembangunan Dinas
Jalan dan k 1 104.489.695 106.342.035 111.659.137 117.242.094 123.104.198 129.259.408 PUPR
L R g 83.333.548 52.042.036 54.644.138 57.376.345 60.245.162 63.257.420
R T 21.156.147 54.299.999 57.014.999 59.865.749 62.859.036 66.001.988
Program Rehabilitasi
relmne/';h::ar . Persentase 35.935.623 33.506.686 39.532.447 41.102.500 41.157.625 43.715.506
CEAIMEIEN Kondisi Jalan 46,1 Persen 48.10 51.34 52.30 54.60
pemeliharaan/rehabilitas Mantap 57 60
iJalan 31.250.094 29.190.070 35.000.000 40.000.000 40.000.000 42.500.000
5 pemeliharaan/rehabilitas Dinas
iJembatan 285.529 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 PUPR
Penyusunan Data
Monitoring Kondisi Jalan
S IR CEY 4.400.000 3.316.616 3.482.447 3.656.569 3.839.398 4.031.367
pengawasan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan
2199 Met: 2308,95
turap/talud/bronjong eter 12.974.090 2.500 3.649.704 2.625 3.832.189 2.756 4.023.799 2.894 4.224.989 3.039 4.436.238
Pembangunan
21 M 2.
turap/talud/bronjong £ Gl 30833 12.974.090 2.500 3.649.704 2.625 3.832.189 2.756 4.023.799 2.894 4.224.989 3.039 4.436.238
3 Program pembangunan
:'r""::; drainase/gorong 23ce Lop Rt 13384 | 605.137 10000 | 6.040.579 30.000 | 20.000.000 31500 | 24.000.000 33.075 | 25.000.000 34729 | 27.000.000
pembangunan saluran
236616 Met: 13384
drainase/gorong gorong eter 7.605.137 10.000 6.040.579 30.000 20.000.000 31.500 24.000.000 33.075 25.000.000 34.729 27.000.000
.Program pembangunan 76,16 Perse 78,97 Dinas
f infrastruktur perdesaan n 63.751.922 80 33.614.602 - - - - PUPR
Pembangunan Sarana
Prasarana Air Minum et . Sy 24.347.048 3.000 12.561.803
Pembangunan Jalan
Lingkungan, Jalan Poros, Meter (0] 39.072.274 2.827 21.052.799
Jalan rabat Beton serta




Sarana Akses Kawasan
Perkumuhan Lainnya

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Air Minum
(RISPAM dan dokumen
Perencanaan Lainnya)

RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MALUKU

Doku
men

332.600

Program Penataan
Kawasan Kumuh

Penataan Kawasan
Kumuh

Pembangunan
turap/talud/bronjong

Pembangunan Jalan
Lingkungan, Jalan Poros,
Jalan rabat Beton serta
Sarana Akses Kawasan
Perkumuhan Lainnya

Luas Areal
Penataan
Kawasan

113,28

Hekta
r

63

33.750.000

43

33.537.500

22

37.364.375

71.077.531

Dinas
PUPR

Hektar

18.000.000

17.000.000

20.000.000

20.000.000

2199

Meter

2.625

5.250.000

2.756

5.512.500

2.894

5.788.125

3.039

6.077.531

7261,28

Meter

2.968

10.500.000

3.117

11.025.000

B%078)

11.576.250

3.436

45.000.000

Program Peningkatan
akses layanan sanitasi
layak

Pembangunan IPAL dan
Prasarana Sanitasi
Sejenis Lainnya

Pembangunan TPA
Regional dan Sarana
Persampahan Lainnya

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Air Limbah
(RISPAL dan dokumen
Perencanaan Lainnya)

Persentase
sanitasi layak

69,88

Perse

77

79

30.000.000

82

35.000.000

86

40.000.000

87

45.000.000

Dinas
PUPR,
Dinas
PMD,
Dinas
Kesehat
an

5.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

6.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

Program Peningkatan
akses layanan Air Minum
layak

Pembangunan Sarana
Prasarana Air Minum

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Air Minum
(RISPAM dan dokumen
Perencanaan Lainnya)

Persentasi Air
minum layak

76,16

Perse

80

81,61

26.000.000

82,43

32.250.000

83,45

40.562.500

52.828.125

Dinas
PUPR

4949

25.000.000

4.688

31.250.000

5.859

39.062.500

7.324

48.828.125

1.000.000

1.000.000

1.500.000

4.000.000

Program Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan
Lainnya

Pembangunan/Peningkat
an Jaringan Irigasi dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jaringan Irigasi dan

Luas Layanan
Irigasi

7639

7740

8.541.975

7.894

27.841.628

8.018

29.233.709

8.140

30.695.395

8.282

32.230.165

8.442

33.841.673

Dinas
PUPR

2022

Hekta

2050

1.876.943

1.000

19.200.000

1.050

20.160.000

1.103

21.168.000

1.158

22.226.400

1.216

23.337.720

7250

Hekta

7740

6.160.032

7.894

7.891.628

8.018

8.286.209

8.140

8.700.520

8.282

9.135.546

8.442

9.592.323




Jaringan Pengairan
Lainnya

Kegiatan Konreg,
Peningkatan SDM dan
Monitoring Evaluasi
Gugus Pulau 7

Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pendukung
Irigasi Lainnya

keg

205.000

750.000

787.500

826.875

868.219

911.630

Doku

300.000

10

Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku

Pembangunan Prasarana
Pengambilan dan Saluran
Pembawa

Tersedianya Air
Baku

paket

805.921

5.250.000

1.000.000

1.050.000

1.102.500

1.157.625

paket

805.921

5.250.000

1.000.000

1.050.000

1.102.500

1.157.625

11

Program Pengendalian
Banjir

Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pelindung
Banijir (Talud
sungai/danau)

Pembangunan Sarana
Pengaman dari Abrasi
Pantai

Panjang DAS dan
Pesisir Pantai
terdampak
bencana yang
tertangani

17469,11

Meter

10000

98.845.144

5.000

47.733.334

10.000

135.000.000

10.500

145.000.000

13.800

160.000.000

14.500

170.000.000

Dinas
PUPR

6370,14

Meter

5000

34.142.332

2.000

10.470.000

5.000

56.000.000

5.250

60.000.000

6.900

65.000.000

7.250

67.000.000

11098,97

Meter

5000

64.702.812

3.000

37.263.334

5.000

79.000.000

5.250

85.000.000

6.900

95.000.000

7.250

103.000.000

12

Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya

Kegiatan Komisi Irigasi
Provinsi Maluku

Kegiatan Dewan Sumber
Daya Air Provinsi Maluku

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai,
Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya Gugus Pulau
7

Menciptakan
Kesadaran
Masyarakat
terhadapa
sumber air

keg

300.000

300.000

315.000

330.750

347.288

keg

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

300.000

315.000

330.750

347.288
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Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Umum

Pembanguan Sarana dan
Prasarana Umum

Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Umum

Pemeliharaan Fasilitas
Umum

Jumlah Bangunan
dan Prasarana
Umum yang
dibangun

55

Unit

60

61.513.071

36

60.000.399

62

45.184.929

75

47.644.175

80

50.176.384

85

53.785.203

Dinas
PUPR

30

Unit

32

45.203.951

30

27.795.170

32

29.184.929

33

30.644.175

55)

32.176.384

36

33.785.203

22

Unit

25

15.734.120

31.705.229

27

15.100.000

27

16.100.000

30

17.000.000

30

19.000.000

Unit

575.000

500.000

900.000

900.000

1.000.000

1.000.000

14

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Manajemen Jasa
Kontruksi

SDM yang
tersertifikasi

1549

Org

1604

2.426.429

1.668

2.200.000

1.738

1.050.000

1.812

1.102.500

1.890

1.157.625

1.970

1.215.506

Dinas
PUPR




Bimbingan Teknis dan

Sertifikasi K3 Konstruksi Ore < 467.447 40 200.000 40 210.000 42 220.500 44 231.525 50 243.101
Fasilitasi & Sertifikasi org 120
keahlian 819.190 400 1.000.000 40 1.050.000 42 1.102.500 44 1.157.625 50 1.215.506
AL LTS ! keg ! 190.110 1 1 750.000 1 750.000 1 800.000 1 800.000
Percontohan Pelatihan &
Sertifikasi Tenaga
: 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000
Terampil dengan MTU
Monitoring & evaluasi
R (£ & keg & 445.945 1 350.000 1 750.000 1 750.000 1 800.000 1 800.000
Kontruksi
Monitoring Pelaksanaan
Pekerjaan Lintas 1 Kab/K 1
Kab/Kota dan Evaluasi ota 503.737 11 350.000 11 750.000 11 750.000 11 800.000 11 800.000
Kinerja BUJK
Program Pengembangan Kelas/ CELm " CElm " Eeili " " " " Dinas
Laboratorium Konstruksi Meningkatnya Grade | Terakredi |4 600,000 Terakredi | 4 500.000 Terakredi | 5 500.000 Terkaredi | 5 400.000 Terkaredi | 3 500,000 Terkaredi | 3 660.000 PUPR
Grade tasi tasi tasi tasi tasi tasi
15 Pelatihan Laboran Laboratorium
Konstruksi 350.000 350.000 1.000.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.800.000
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium 650.000 650.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000
Program peningkatan
saragna dai; pragarana 10 Unit panas
. 48.950 48.950 22 13.070.000 30 18.090.000 30 110.000 34 8.130.000 PUPR
kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat berfungsi dan 5 Unit
16 Berat beroperasinya = 13.000.000 18.000.000 8.000.000
Alat-Alat berat o
fBar WAld 17.400 17.400 30.000 40.000 50.000 60.000
Rehabilitasi/pemeliharaa 5 Unit 5 5
n alat alat berat 31.550 31.550 40.000 50.000 60.000 70.000
Program Perencanaan 2 Dinas
Tata Ruang 1.800.000 4 1.000.000 1 262.500 1 275.625 1 289.406 1 2.303.877 PUPR
Revisi RTRW Provinsi Dokumen Doku
Maluku RTRW men 1.100.000 2.000.000
Fasilitasi, Koordinasi,
Supenvisi davn Eemblnaan . keg d 450.000 1 250.000 1 262.500 1 275.625 1 289.406 1 303.877
TKPRD Provinsi Maluku Tersedianya
17 Penyusunan PERDA Peraturan Doku
RTRW Provinsi Maluku Daerah Dan men 250.000
Sistem Informasi Dokumen
E::E:;?:cvitjt;“a"g keg 1 250.000 1 300.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000
Fasilitasi Percepatan e
RDTR Kab/Kota 1 250.000 1 262.500 1 275.625 1 289.406 1 303.877
Bimbingan Teknis GIS
Tata ruang i keg 1| 250,000 1 1 - 1 - 1 5 1 -
Pengendalian % 100 Dinas
Pemanfaatan Ruang ) 2.187.885 100 1.900.000 100 1.037.500 100 1.089.375 100 1.143.844 100 1.201.036 PUPR
Monitoring dan evaluasi St:rk::i?;ngsla s 1
18 perijinan pertanahan ——— 1.078.584 1 250.000 1 262.500 1 275.625 1 289.406 1 303.877
Pembangunan dan
— sudah ada
Monev RTH Provinsi g PRt 109.301 1 250.000 1 800.000 1 900.000 1 1.000.000 1 1.000.000

Maluku




Sosialisasi Peraturan
Perundang undangan
Bidang Penataan Ruang
dan Pertanahan

Monev pengendalian
terhadap perda RTRW
Provinsi/kab/kota

Fasiltasi Koordinasi
pengawasan teknis
pengendalian ruang

Fasilitasi penigkatan
peran serta masyarakat
dalam pengendalia
pemanfaatan ruang

Fasilitasi, Koordinasi dan
Pengembangan PPNS
Provinsi Maluku

Workshop PPNS

keg

200.000

400.000

420.000

441.000

463.050

486.203

keg

250.000

262.500

275.625

289.406

303.877

keg

250.000

250.000

262.500

275.625

289.406

303.877

250.000

262.500

275.625

289.406

303.877

keg

250.000

250.000

262.500

275.625

289.406

keg

300.000

250.000

262.500

275.625

289.406

303.877

19

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Sumber daya
Lsitrik air dan
telekomunikasi

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis
kantor

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan makanan
dan minuman

Rapat rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah

Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi
/ Teknis Perkantoran

Rapat rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah

Tingkat
Pemenuhan
Operasional

Perangkat

Daerah

100

Perse

100

2.473.740

100

2.874.876

100

5.200.000

100

5.400.000

100

5.500.000

100

5.500.000

Dinas
PUPR

keg

396.600

441.500

850.000

900.000

950.000

950.000

keg

403.640

400.000

800.000

850.000

850.000

850.000

keg

175.000

183.775

300.000

300.000

300.000

300.000

keg

110.000

115.500

300.000

300.000

300.000

300.000

keg

100.000

120.000

400.000

400.000

400.000

400.000

keg

50.000

78.750

400.000

400.000

350.000

350.000

keg

522.500

659.951

900.000

950.000

950.000

950.000

keg

604.800

686.400

900.000

1.000.000

1.100.000

1.100.000

keg

111.200

189.000

350.000

300.000

300.000

300.000

20

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

pengadaan Kendaraan
dinas/operasional

Pengadaan peralatan
gedung kantor

Jumlah sarana
dan prasarana
yang dilakukan
pemeliharaan
rutin

Unit

1.959.972

1.573.113

3.100.000

3.100.000

3.300.000

4.200.000

Dinas
PUPR

Unit

575.000

1.100.000

12

Unit

175.000

364.113

500.000

500.000

500.000

500.000




Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Unit

374.500

210.000

400.000

400.000

400.000

400.000

keg

287.800

312.400

900.000

900.000

900.000

900.000

keg

370.072

500.000

900.000

900.000

1.000.000

900.000

keg

177.600

186.600

400.000

400.000

500.000

400.000

21

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Pemetaan Jabatan
Fungsional OPD

Penguatan kapasitas
Desain Partisipatif

Penguatan Kapasitas
Konstruksi Partisipatif

Bimbingan Teknis Sistem
Informasi Pembinaan
Jasa Kontruksi (SIPJAKI

Bimbingan Teknis Hukum
Kontrak

Bimbingan Teknis
pengawasan Lapangan
dan supervisi

Operasional Sistem
Informasi bidang Jasa
Konstruksi (SIBIJAK) &
SIPJAKI

Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis

Jumlah Pegawai
yang meningkat
Kompetensi
Adminstrasinya

orang

1.837.624

1.964.347

388.129

407.536

427.913

449.308

Dinas
PUPR

Doku

194.700

orang

40

200.000

40

300.000

400.000

500.000

orang

40

200.000

40

300.000

400.000

500.000

250.000

262.500

275.625

289.406

303.877

200.000

210.000

220.500

231.525

243.101

200.000

210.000

220.500

231.525

243.101

150.000

157.500

165.375

173.644

182.326

19

orang

20

1.437.624

369.647

388.129

407.536

427.913

449.308

22

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian

Meningkatnya

kinerja dan k )

Rapat-rapat konsultasi
dan koordinasi keluar
daerah (koordinasi
laporan keuangan,
kepegawaian dan aset)

Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian program /
kegiatan dan penyusunan
laporan capaian kinerja
dan keuangan DPU

peng: 1
terhadap
program/kegiata
n dan capaian
kinerja Dinas
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang Provinsi
Maluku.

732.713

792.343

831.960

873.558

917.236

963.098

keg

120.994

130.462

136.985

143.834

151.026

158.577

keg

611.719

661.881

694.975

729.724

766.210

804.520

23

Program Peningkatan
&Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Penyusunan Standar
Satuan Harga

Tersedianya
Dokumen

586.349

695.013

729.764

766.252

804.564

844.793

401.982

499.545

524.522

550.748

578.286

607.200




RENCANA STRATECIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI MAL UKU
Penataan Aset-Aset ke- 1 doku 1
PU-an men 184.367 195.468 205.241 215.503 226.279 237.593
Program Penyusunan
Kegiatan dan
Pengembangan
Informasi ke-PU-an dan
Pemukiman 3.098.345 1.893.075 1.987.729 2.387.115 2.191.471 3.977.457
Rapat kerja dan
koordinasi prasarana
dasar pekerjaan umum 1 keg 1
dan pemukiman (rapat
forum skpd) Tersinkronisasi 549.701 631.363 662.931 696.078 730.882 767.426
20 Pengembangan sistem program/kegiata
informasi ke-PU-an n bidang ke-PU- 1 keg 1
(Website) an 389.700 665.229 698.490 733.415 770.086 808.590
Penyusunan database
sarana dan prasarana ke- 1 keg 1
PU-an 849.826 596.483 626.307 657.623 690.504 725.029
Survey Database Sarana 1 Doku 1
dan Prasarana ke-PU-an men 1.120.393 - - - - 1.176.413
Penyusunan Dokumen doku
Renstra men 1 188.725 500.000
Review Dokumen 1 doku
Renstra men 300.000
25 Program Ganti Rugi Tersedianya 1 kem 1
Tanah/T: Lahan 1.057.336 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

SUMBER : DINAS PUPR PROVINSI MALUKU 2019




BAB VIi

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Kondisi
Kinerja Kondisi
et Kinerja
awal Target Capaian Setiap Tahun
N Indikator period el
(o) e akhir
RPJMD periode
Ta.:wn Tahun Tahun PrD
0 1 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 é 7 8 9
Tersedia dan
terlaksananya
sarana
1 administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kantor dinas dan
UPTD
Terpenuhinya
sarana prasarana
Aparatur
2 penunjang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
operasional
pekerjaan
Meningkatnya
LOTPEHENS] S 1604 | 1668 | 1738 1812 1890 1970 1970
9 | \uelies sUiisEr Orang | orang orang orang orang orang orang
daya Jasa
Konstruksi
Tingkat
4 | Kemantapan 48,10% 50,1 52,3 54,6 57% 60% 75%
Jalan Provinsi
Akses Masyarakat
5 | terhadap sanitasi 7533% | 76,52% | 78,94% 82,44% 85,55% 87% 87%
Layak
Akses Masyarakat
6 | terhadap Air 78,97% 80% 81,61% 82,43% 83,45% 84,50% 84,50%
Minum Layak
7 Luasan Areal 98.17 80.96 62.93 4321 Ha | 22.36 Ha 0 Ha 0 Ha
Kawasan Kumuh Ha Ha Ha
g |Lvasantayanan | 7740 | 7894 | 8018 | o140y | 8282 Ha | 8442Ha | 8442 Ha
Irigasi Ha Ha Ha
Panjang Pesisir
g | danDASRawan | 10000 | 12000 | 12.600 | 3535 | 13800 m | 14.500m | 76.130 m
Bencana yang m m m
terfangani
10 | Terpoperasiondlis | o | 15 unit | 22 unit | 30 unit 30unit | 34Unit | 34 Unit
asinya alat berat
Grade/ level Non Non Non . . . .
. . . .. | Terakredi | Terakredi | Terakredi | Terakredi
11 Loborq.Tonum Akreqn Akreqn Akreqn tasi (B/C) | tasi (B/C) | tasi (B/C) | tasi (B/C)
Pengujian asi asi asi
19 | TersedianyaPeta oot | petg | 1Peta | 1 Peta 1 Peta 1 Peta 6 Peta
Detail Tata Ruang
Persentase Tanah
13 | Negara yang
bersertifikat

SUMBER : DINAS PUPR PROVINSI MALUKU 2019



BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi ini adalah dokumen perencanaan  bidang/urusan waijib
untuk periode 5 tahun. Renstra ini  disusun untuk peningkatan kinerja
penyelenggaraan bidang/urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Maluku yang telah
di spesifikasi dan di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalom renstra ini telah di
selaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategi K/L untuk pencapaian sasaran pembangunan
Nasional di Provinsi Maluku.

Hal strategi yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ini akan menjadi acuan resmi
penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Karena
Renstra ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA
Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku serta digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Maluku.

Harus dipastikan bahwa program kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran dalam
rencana dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan solusi
yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang /
urusan Waijib dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku yang telah dijabarkan dalam
Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus di tingkatkan. Hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti
pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di masa yang akan datang

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih optimal dalam
berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target

kinerja Rentra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.



